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ABSTRAK 

 

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak 

Pidana Dalam Jual Beli Narkotika Di Slawi Kabupaten Tegal (Studi Putusan Nomor 

130/Pid.Sus/2020/PN SLW)” adalah analisis observasi buku (library research) 

untuk merespon pertanyaan perihal :1) Bagaimana putusan  hakim dalam Nomor 

130/Pid.Sus/2020/PN SLW perihal delik jual beli Narkotika? Dan 2) bagaimana 

analisis hukum pidana islam terhadap penetapan hakim  dalam putusan Nomor 

130/Pid.Sus/2020/PN SLW perihal delik jual beli Narkotika? 

Jenis penelitian ini termasuk katagori penelitian buku (library research) 

dengan cara penumpukan petunjuk sebagai bahan hukum yang dipakai berbentuk 

pengarsipan dan daftar bacaan. Bahan yang didapat diurai memakai pembabaran 

analisis dengan pola pikir deduktif. 

Reaksi dari penelitian tersebut menunjukan kalau peninjauan hukum hakim 

pada putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN SLW ialah melaksanakan kejahatan 

selaku pelaksana perantara kejahatan jual beli Narkotika, dengan diserahkan vonis 

pidana penjara pada terdakwa selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jikalau denda tidak 

dipenuhi harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Yang mana juri 

menghadiahkan vonis dengan pidana penjara yang berada dibawah ketetapan 

minimum, sebabnya terdakwa berkenan guna jujur dan mengakui perilakunya dan 

terdakwa belum pernah dihukum sama sekali sebelumnya, dalam hal ini putusan 

hakim menyalai dari asas legalitas. Sebab asas legalitas mempunyai 3 (tiga) konsep, 

yaitu Nulla Poena Sine Lege, Nulla Poena Sine Crimine, dan Nullum Crimen Sine 

Poena Legali. Dari 3 (tiga) konsep tersebut dapat disimpulkan bahwa Undang- 

Undang merupakan dasar utama dalam penjatuhan hukuman  sehingga dalam 

lingkup hukum positif dan hukum pidana islam dikatakan termasuk narapidana 

baru. Pada kajian Hukum Pidana Islam perilaku terdakwa divonis via hukuman 

ta’zir karena ketentuan jumlah dan ukuran vonis yang memastikan ialah ulil amri / 

pemerintah. 

Berdasarkan dari paparan diatas, dampak dari narkotika sangat merugikan 

pihak korban dan meresahkan masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika diharapkan dapat meminimalisir 

akan adanya tindak pidana narkotika tersebut.  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

       Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang 

berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan 

untuk:1 Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, 

yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu 

bagi barang siapa melanggar larangan tersebut; Menentukan kapan dan dalam 

hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat 

dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan; dan 

Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan 

apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. 

       Hukum pidana khusus ialah hukum pidana yang berlaku khusus untuk 

orang-orang yang tertentu. Hukum pidana khusus sebagai perundang-undangan 

di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur 

dalam perundang-undangan khusus, diluar KUHP baik perundangan-undangan 

pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana. Maka dalam hal ini 

dalam Narkotika termasuk dalam katagori tindak pidana khusus/hukum pidana 

khusus dalam RUU KUHP.2 

       
1 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Bina Rineka Cipta, 2015), h. 1. 
2dalamhttp://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=
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Narkotika dan psikotropika adalah obat atau bahan yang berguna 

di bidang pengobatan, pelayanan Kesehatan dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan di samping itu juga dapat menyebabkan ketergantungan yang 

sangat merugikan jika digunakan tanpa control dan pengawasan yang ketat 

secara seksama.3 Pada zaman yang telah canggih narkotika sudah merupakan  

masalah untuk semua insan di beraneka macam pecahan bumi. Narkotika yang 

bisa menghancurkan nalar yang cerah, merusak jiwa dan raga, dan bahkan 

mampu mengacaukan masa depan semua insan.4 

Dalam menciptakan kondisi sejahtera pada kenyataannya di Indonesia 

sulit sekali untuk diwujudkan, hal ini didasarkan pada banyak faktor, salah 

satunya adalah maraknya permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. 

Permasalahan sosial ada yang telah ada sejak dulu, disebut juga masalah klasik 

konvensional dan ada yang baru-baru muncul atau baru sekarang muncul, ini 

disebut masalah sosial kontemporer. Contoh dari dua klasifikasi masalah 

tersebut adalah pelacuran yang di dalamnya terdapat wanita tuna asusila, dan 

juga masalah HIV/AIDS dan Narkotika.5 

Pada era seperti saat ini, transaksi perniagaan ilegal narkotika lagi terus 

berlangsung. Malahan, penggunanya dari semua kalangan termasuk para 

       
3136:narkotika-merupakan-salah-satu-tindak-pidana-khusus-dalam-ruu-

kuhp&catid=268&Itemid=73 diakses pada 19 Agustus 2021. 
3 Muhammad Yamin, Tindak Pidana Khusus, Cetakan Pertama. (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 

hlm. 163 
4 M. Arief Hakim, Bahaya Narkoba Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan, 

(Bandung: Nuasa, 2004), hlm. 7 
5 Warso Sasongko, Narkoba, (Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2015), hlm.13 
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oknum penegak hukum seperti polisi dan jaksa juga dapat terlibat.6 Rata-rata 

orang menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan miras karena adanya sensasi 

psikologis berupa perasaan menyenangkan yang mucul setelahnya. Perbedaannya 

secara garis besar antara Narkotika dan Psikitropika ialah kalau narkotika bagian organ 

tubuh yang diserang bagian pusat sedangkan Psikotropika bagian organ tubuh yang 

diserang otak kecil. Faktanya, semua jenis zat yang masuk ke dalam tubuh manusia 

akan diproses secara fisiologis sebelum akhirnya dinilai oleh otak: enak atau 

tidak enak, nyaman atau tidak nyaman, lagi atau berhenti dan sejenisnya.7 

Persoalan Narkotika sendiri telah mendapat perhatian khusus dari 

Pemerintah berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang 

Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 4 huruf b dan c telah disebutkan bahwa: (b) 

“Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari 

penyalahgunaan narkotika”. (c) “Memberantas peredaran gelap narkotika”. 

Indonesia yang semula menjadi negara transit atau pemasaran sekarang sudah 

meningkat pula menjadi negara eksportir atau negara produsen pil berbahaya 

tersebut. Jenis bahan-bahan dasar yang bersifat sintetis guna untuk membuat 

pil haram tersebut sangat amat mudah maupun home industry diduga sudah 

merebak di kota-kota besar. Semakin merebaknya penyebaran narkotika 

disebabkan oleh kemajuan teknologi yang berdampak negatif, salah satu 

dampak negatifnya adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan 

       
6 Syaiful Bakhri, Kejahatan Narkotik dan Psikotropika, (Jakarta: Gramata Publising, 2012), 

hlm.11 
7 Reza Indragiri Amriel, Psikologi Kaum Muda Pengguna Narkoba, (Jakarta: Salemba 

Humanika, 2008), h. 27 
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menggunakan modus operandi yang semakin canggih. Hal tersebut merupakan 

tantangan bagi aparat penegak hukum untuk menciptakan penanggulangannya, 

khususnya dalam kasus narkotika dan obat-obatan terlarang.8 

Dapat di katakan bahwa pada saat ini Indonesia sedang di landa 

penyalahgunaan narkoba yang sangat serius. Dikutip dari laman BNN ( Badan 

Narkotika Nasional sekiranya terdapat kurang lebih 14 rb pelaporan atas kasus 

narkotika ini.9 Remaja merupakan golongan yang rentan terhadap 

penyalahgunaan narkotika karena selain memiliki sifat dinamis, energik, selalu 

ingin mencoba mereka juga mudah tergoda dan mudah putus asa sehingga 

mudah jatuh pada masalah penyalahgunaan narkotika.10  Penyelewengan ganja 

bisa menyebabkan dampak tidak baik contohnya menampakan rasa senang 

tanpa sebab, ketakutan dan kecurigaan berlebihan, halusinasi, jantung berdebar 

dan mulut kering. Banyaknya pengguna ganja tidak resmi guna kenyamanan 

diri sendiri memaksanya wajib berhubungan melalui hukum.11 

Apalagi pada saat ini dunia mengalami masa-masa pandemic akibat 

penularan virus korona, atau yang biasa disebut dengan COVID-19. Termasuk 

salah satunya negara Indonesia yang mengalami jumlah korban yang sangat 

banyak akibat pandemic virus ini, maka dengan maraknya 

pemakaian/penyalahgunaan Narkotika menjadi riskan untuk tertular virus 

       
8 Irwan Jasa Tarigan, Narkotika dan Penanggulangannya, (Yogyakarta: CV Budiutama, 2017), 

Cetakan Pertama, hlm. 2. 
9 https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/ 
10 Setiyawati, dkk, Bahaya Narkoba: Penyalahgunaan Narkoba, ..., h. 2. 
11 Subagyo Partodiharjo, Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya, (Jakarta: Erlangga,  

2010). Hlm. 10. 
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COVID-19 ini.  

Penyelewengan narkotika bisa menghancurkan sisi religi dan ketetapan 

hati seseorang. Pada hukum Islam, jinayah adalah sebuah kajian ilmu hukum 

islam yang berbicara tentang kejahatan. Bahwasanya insan mesti melindungi 

akal yang mesti dilindungi sebenar-benarnya. Orang yang meminum khamr atau 

menyelewengkan narkotika menjelaskan kurang sempurna ketetapan hatinya. 

Maka dari itulah Islam menyerukan untuk melindungi akal dan mengharamkan 

penyimpangan pada wujud segalanya atau mengharamkan yang bisa 

menghancurkan fungsi tubuh manusia. Faedah biasanya yg dimaksut ialah 

menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.12 

      Segala yang dapat membuat orang hilang kesadaran dalam Alquran 

adalah khamr artinya segala yang bisa merusak pikiran walaupun banyak 

bentuknya tetapi kinerja khamr dan narkoba masing-masing dapat memabukkan 

dan bisa menghilangkan tugas pikiran insan. Kedudukan syariatnya pada Islam 

adalah haram kalau memakainya.13 Asal mula syariat pengharaman narkotika 

pada Islam yakni tercantum dalam hadist Rasulullah SAW yang berbunyi ; 

حَرَامُ  مَسكُر  سَلَم: كُلُ  وَ  عَلَيه  صَلَي  الله  لُ  رَسُو  قاَلَ  عٌمَرَ  ابنُ   setiap yang“ عَن 

memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram” 

(HR.Muslim).14 

Hukum Narkotika dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang adalah 

haram. Keharaman Narkotika dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang sama 

       
12 Irfan Hakim, Fiqih Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 140. 
13 Abdur Rahman, Tindak Pidana dalam Syariat Islam, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), hlm. 50. 
14 Hadis riwayat Imam Muslim dari Ibnu Umar r.a. (HR. Muslim) 
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seperti keharaman minuman keras yang diharamkan berdasarkan nash-nash al- 

qur’an dan hadist yang bersifat pasti.15 Takzir adalah hukuman yang tidak 

ditentukan oleh Al - Quran dan hadis yang berhubungan dengan kejahatan yang 

melanggar hak Allah dan hak hambanya yang bertujuan guna mengasih 

pelajaran terhadap si terdakwa dan menangkalnya agar tidak mengulangi 

kesalahan yang telah terjadi. Tugas guna memutuskannya dipasrahkan kepada 

ulil amri.16 

Syara tidak memastikan segala macam vonis untuk semua jarimah takzir 

namun juga menuturkan komplotan ketentuan. Mulai yang paling rendah 

sampai yang paling berat. Hakim diserahkan keleluasaan guna menunjuk vonis 

mana yang tepat, oleh karenanya sanksi takzir tidak memiliki batas tertentu. 

Takzir  berlaku atas semua insan yang melaksanakan kejahatan kaidahnya 

adalah berakal sehat, tidak ada perbedaan atas gender dan tidak ada perbedaan 

soal keyakinan.17 

Perkara ini versi tanaman meliputi ganja telah berlimpah yang ikut ke 

muka meja hijau dan mendapati penetapan dari juri. Contohnya perkara 

Nomer 219/Pid.Sus/2020/PN.Btg.15 Bahwa pada perkara disamping hakim 

menetapkan sebanding  dengan peraturan Undang-Undang No 35 tahun 2009 

tentang Narkotika dengan pasal 114 ayat 1 dengan pidana penjara selama 6 

tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000,000,- (satu milyar rupiah) dan perkara 

       
15 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam Cet. ke-2,, (Jakarta; Gema Insani , 2003),  

hlm. 2. 
16 A.dzahuli, Fiqih Jinayah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 165. 
17 Al-Ahmadi Abu An-Nur, Narkoba, (Jakarta : Darul Falah, 2000), hlm. 143. 
15 Putusan Pengadilan Negeri Nomor 219/Pid.Sus/2020/PN.Btg. 
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nomor 1511/PID/B/2020/PN Jkt.Brt.16 Isi penetapan perkara disamping hakim 

menetapkan pas dengan peraturan No 35 tahun 2009  melalui pasal 114 ayat 1 

dengan pidana penjara 5 tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000,000,- ( satu 

milyar rupiah ). Pada perkara nomer 1554/Pid.Sus/2020/PN Mks.17 tersebut 

majelis hakim menetapkan sama persis dengan peraturan Undang-Undang 

Narkotika dengan Pasal 114 ayat 1 dengan pidana penjara 5 tahun dan denda 

sebesar Rp.1.000.000,000, (satu milyar rupiah). Pada perkara nomor 

1636/Pid.SUS/2020/PN.JKT.BRT.18 ialah  majelis hakim menetapkan sama 

persis dengan peraturan Undang-Undang Narkotika melalui Pasal 114 Ayat 1 

dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000,000,- 

(satu milyar rupiah).19 

Lalu peneliti tertarik membahas penetapan juri yang tidak sama 

persis/menyimpang dari pasal 114 ayat (1) melalui nomer putusan 

130/Pid.Sus/2020/PN SLW. Pokok pada putusan ini adalah hakim menetapkan 

vonis penjara dua tahun lalu denda sebesar Rp.1.000.000,000,- (satu milyar 

rupiah) dengan ketetapan jikalau pidana denda tersebut tidak dilunasi maka 

diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan (dua) bulan. Perkara tersebut 

menabrak pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun  2009 perihal 

Narkotika.20 

Pasal 114 ayat (1) berbunyi “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan 

       
16 Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1511/PID/B/2020/PN Jkt.Brt. 
17 Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1554/Pid.Sus/2020/PN Mks. 
18 Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1636/Pid.SUS/2020/PN.JKT.BRT. 
19 Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. 
20 Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 
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hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi 

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, 

dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 

5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling 

sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak 

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.21 Ketetapan vonis yang 

diputuskan oleh juri dalam perkara nomer 130/Pid.Sus/2020/PN SLW ialah 

vonis di bawah minimum yang mana sebenarnya 5 (lima) tahun, namun hakim 

menetapkan cuma 2 (dua) tahun saja. Maka dapat diartikan penetapan juri tidak 

selaras dari undang-undang yang ada. 

Oleh karena itu penulis tertarik guna menganalisis persoalan ini guna 

melaksanakan pembahasan dengan judul “Analisis Hukum Pidana Islam 

Terhadap Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN SLW Tentang Tindak 

Pidana Jual Beli Narkotika di Slawi Kabupaten Tegal”.  

 

 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian back ground yang telah dipaparkan diatas, penulis 

mengidentifikasikan pokok pada persoalan yang mana tertera diisinya sebagai 

berikut: 

1. Pembatasan wujud penetapan pidana pada kejahatan Narkotika dalam 

       
21 Undang-undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 114 ayat 1. 
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hukum positif 

2. Pembatasan wujud penetapan pidana pada kejahatan Narkotika dalam 

Hukum Islam 

3. Putusan hakim dalam perkara Pengadilan Negeri di Slawi Nomor 

130/Pid.Sus/2020/PN SLW 

4. Analisis hukum pidana islam terhadap putusan hakim dalam Nomor 

130/Pid.Sus/2020/PN SLW 

Bersumber atas penjelasan tersebut, lalu penulis akan membikin batasan 

masalah yang akan dikaji, yakni: 

1. Putusan hakim dalam Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN SLW tentang Tindak 

Pidana jual beli Narkotika 

2. Analisis hukum pidana islam terhadap putusan hakim dalam Nomor 

130/Pid.Sus/2020/PN SLW tentang Tindak Pidana Jual beli Narkotika. 

 

C. Rumusan Masalah 

Supaya observasi tersebut mudah dipahami dan tidak menyalahi tujuan 

awal observasi, sebabnya penulis menitikberatkan pada urusan: 

1. Bagaimana putusan hakim Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN SLW tentang 

Tindak Pidana jual beli Narkotika menurut hukum pidana ? 

2. Bagaimana analisis hukum pidana islam terhadap putusan hakim Nomor 

130/Pid.Sus/2020/PN SLW tentang Tindak Pidana jual beli Narkotika ? 
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D. Kajian Pustaka 

Pada tinjauan buku tersebut, terdapat macam-macam pelampiran skripsi 

terdahulu yang berhubungan dengan kejahatan narkotika golongan 1 versi 

tumbuh-tumbuhan, dan skripsi tersebut ialah: 

1. Skripsi yang disusun oleh Mukhamad Ali Akbar mahasiswa hukum pidana 

islam tahun 2019 yang berjudul ‘’Analisis Hukum Pidana Islam terhadap 

putusan hakim Nomer 442/Pid.Sus/2017/PN.GSK”.22 Pada penetapan 

penulis memakai petunjuk yang dibutuhkan pada observasi tersebut 

dikumpulkan dengan pola penjabaran perpustakaan dengan menyatukan 

dokumen-dokumen terkena persoalan, sesudah petunjuk  tersatukan 

petunjuk diolah dan dianalisa dengan teknik deduktif. Skripsi tersebut 

membahas perihal penetapan juri yang menjatuhi vonis jauh dari minimal, 

malahan juri kurang cermat adapun pasal yang ditetapkan kurang tepat 

dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 perihal Narkotika yang 

mengandung pasal 112 ayat yang tidak versi tumbuh-tumbuhan. Lalu yang 

dijabarkan pada undang-undang disitu tercantum dipenjara paling singkat 4 

tahun dan  paling lama 12 tahun, namun juri menetapkan vonis penjara 

cuman 1 tahun 2 bulan, sementara itu berdasarkan hukum pidana islam 

adalah dijatuhi takzir seperti mana versi vonis dan berat kecil ditetapkan 

oleh pihak yang berwenang/berkuasa. Pondasi hukum yang dipakai kurang 

memperhatikan vonis penjara dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI 

       
22 Mukhamad Ali Akbar, ‘’Analisis Hukum Pidana Islam terhadap putusan hakim No. 

442/Pid.Sus/2017/PN.GSK”, (Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019). 
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Nomor 35 Tahun 2009 perihal Narkotika golongan 1. Perbedaanya dalam 

skripsi yang dianalisis oleh penulis yaitu mengenai pasal 114 ayat (1) perihal 

UU Narkotika versi tanaman ke pidana penjara yang tidak sesuai dengan 

pasal yang ditetapkan. 

2. Skripsi yang disusun oleh Luh Putu Nova Andiya Pangestuning Gusti 

mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember tahun 2018 yang berjudul 

“Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus Terhadap 

Tindak Pidana Narkotika kajian putusan nomer 

81/Pid.Sus/2015/PN.SDA’'.23 Metode penelitian ini menggunakan Yuridis 

Normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, 

skripsi ini mengkaji tentang pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana 

dibawah minimum bagi terdakwa. Hakim telah menyatakan terdakwa 

terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

sebagaimana melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Narkotika 

bahwa yang dijelaskan dalam undang-undang tertera dipenjara paling 

singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, sedangkan dalam putusan hakim 

memutus 8 bulan dibawah minimum undang-undang No 35 tahun 2009. 

Sehingga dalam putusan nomer 81/Pid.Sus/2015/PN.SDA kurang tepat 

karena pemidanaan berupa pidana bagi penyalahguna narkotika bukan 

kenyataan masalah upaya pemberantasan kejahatan Narkotika yang tidak 

sesuai denga naturan perundang-undangan yang berlaku. Perbedaan dari 

       
23 Luh Putu Nova Andiya Pangestuning Gusti,“Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana di Bawah 

Minimum Khusus Terhadap Tindak Pidana Narkotika, (Skripsi – Universitas Jember, 2018). 
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skripsi yang ditulis yaitu adanya aturan hukum islam yang menjelaskannya. 

3. Skripsi yang disusun oleh Wasiariska Nisa Dewi mahasiswa Fakultas 

Syariah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam tahun 2020 yang berjudul 

“Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Hukuman atas tindak pidana 

Narkoba Golongan 1 jenis tanama (Kajian Putusan Nomer 

394/PID.SUS/2018/PN.Jkt.Pst)”.24 di dalam skripsi ini menjelaskan tentang 

Narkotika yang berbentuk tanaman jenis ganja yang didasarkan pada pasal 

111 ayat (1) nomer 35 tahun 2009 yakni menjatuhkan pidana penjara 1 

(satu) tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp.800.000.00 (delapan ratus juta 

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan 

diganti pidana penjara 2 (dua) bulan dalam skripsi ini hakim melanggar 

ketentuan pidana penjara tanpa disertai dengan alasan yang jelas. Perbedaan 

dari skripsi penulis yaitu bahwa penulis meneliti tentang sanksi pemidanaan 

yang ditetapkan oleh hakim yang tidak sesuai dengan pasal 114 ayat (1) 

Undang-undang Narkotika Nomer 35 tahun 2009. 

Dari contoh pemaparan skripsi yang terdahulu terdapat perbedaan dalam 

skripsi penulis yakni mengenai pasal yang berbeda namun, kesamaannya 

dalam skripsi penulis hakim memutus perkara tidak sesuai dengan apa yang 

ada dalam undang-undang yang telah disepakati bersama. 

 

       
24 Dewi, Wasiariska Nisa (2020), Tinjauan hukum pidana Islam terhadap hukuman atas tindak 

pidana narkoba golongan I jenis Tanaman : studi putusan nomer 394/Pid.Sus/2018/PN.Jkt Pst. 

(Skripsi –  UIN Sunan Ampel Surabaya). 
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E. Tujuan Penelitian 

Berlandaskan rumusan persoalan yang ditulis diatas, lalu skripsi ini 

bermaskut guna sebagai berikut: 

1. Guna mengetahui putusan juri dalam putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN 

SLW perihal delik jual beli Narkotika 

2. Guna mengetahui analisis hukum pidana islam terhadap putusan juri dalam 

Nomor: 130/Pid.Sus/2020/PN SLW. perihal delik jual beli Narkotika. 

 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Diinginkan observasi ini bisa memyerahkan faedah dan  kegunaan yang 

bisa dipetik pada observasi diantaranya : 

1. Kegunaan teoritis 

Diinginkan memperoleh faedah selaku data tinjauan Mahasiswa ke petunjuk 

peningkatan atau progress di bidang ilmu hukum pidana dalam biasanya dan 

terlebih perihal Narkotika. 

2. Kegunaan Praktis 

Diinginkan reaksi dari observasi tersebut bisa menyerahkan faedah, selaku 

data peninjauan dan penyuluhan pada penegakan hukum pidana Narkotika. 

 

G. Definisi Operasional 

1. Hukum Pidana Islam merupakan kaidah yang merujuk perihal semua 

ketetapan-ketetapan tindak pidana menurut petunjuk dan hukum Islam, 

yang berasal dari al-Qur’an dan Sunnah, serta ijtima para mujtahid dan 
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fuqaha.25 Menurut Moeljatno ada beberapa unsur tindak pidana, yaitu 

adalah:26 

- Perbuatan tersebut melawan hukum; 

- Perbuatan tersebut merupakan perbuatan manusia; 

            - Perbuatan tersebut mengandung unsur kesalahan; 

            - Perbuatan yang dimaksud harus diatur dalam Undang-Undang. 

2. Narkotika golongan I jenis Ganja: Narkotika golongan I adalah narkotika 

yang cuma dapat dipakai guna ilmu pengembangan teknologi dan pada jenis 

tumbuh-tumbuhan yang serupa ganja. 

 

 

H. Metode Penelitian 

Metode pada  penulisan skripsi ini bisa diuraikan sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Alasan 

digunakan penelitian kualitatif adalah menelusuri informasi yang berkaitan 

dengan permasalahan yang dikaji, sehingga penulis dapat dengan mudah 

untuk mencermati, memahami, serta menganalisa dengan baik berdasarkan 

dari data yang telah diperoleh tersebut. Pada penelitian ini, Putusan 

Pengadilan Slawi Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN SLW tentang tindak pidana 

Narkotika yang dalam putusan ini hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara 

       
25 Arif Rahmad Hakim, Hukum Pidana Islam, (Bandung ; Pustaka Setia, 2000), hlm. 7. 
26 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Ctk. Kedelapan, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, 

hlm.61 
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kurang dari minimum yang telah ditetapkan oleh Undang-undang yang telah 

disepakati bersama dalam tindak pidana Narkotika golongan 1.28 

 

2. Sumber Bahan Hukum 

a. Sumber Bahan Hukum Primer 

Dalam penelitian ini yang dimaksut sumber bahan hukum primer adalah 

Penetapan pengadilan Negeri Slawi Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN SLW 

dan perundang-undangan, karena sumber yang didapatkan secara utuh 

secara langsung dan sangat memungkinkan untuk mendapatkan 

informasi yang akurat berdasarkan dengan penelitian ini, maka data 

yang digunakan ialah data primer, yaitu data yang dikumpulkan 

langsung oleh penulis dari sumber pertanyaan. 

b. Sumber Bahan Hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang 

memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-

buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang 

relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan sekunder 

merupakan bahan yang dikenakan guna menambahi bahan primer,27 

yang digunakan dalam penelitian ini: 

- Kamus Hukum 

-Ensiklopedia Hukum Pidana Islam 

       
28 Putusan Pengadilan Negeri Nomer, 130/Pid.Sus/2020/PN SLW perihal delik Narkotika, 2020. 
27 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada,2017), hlm, 122. 
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- Kamus Besar Bahasa Indonesia  

 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

a. Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi merupakan cara penimbunan data hukum dengan 

metode menyatukan data-data yang berwujud arsip.28 Pada skripsi 

tersebut memburu data hukum melalui teknik mengangkat berkas di 

Pengadilan Negeri Slawi, membaca dan memahami data pada penetapan 

Nomor: 130/Pid.Sus/2020/PN SLW. 

b. Teknik Kepustakaan 

Mempelajari penetapan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 

130/Pid.Sus/2020/PN SLW perihal jual beli Narkotika menurut  pustaka 

atau buku yang berhubungan melalui pokok persoalan yang sudah 

diterangkan dan itu merupakan perbedaan dengan teknik dokumentasi. 

 

4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum 

Tujuan dari metode ini yakni guna melukiskan dan menganalisa 

pada penetapan Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 130/Pid.Sus/2020/PN 

SLW kegiatan analisa data melalui memakai cara bahan hukum  deskriptif 

ialah dengan menganalisa bahan hukum melalui membikin angan data-data 

yang telah ada yang dibuat objek pada observasi. Pokok dari metode 

       
28 Irfan Tamwifi, Metedologi Penelitian (Sidoarjo: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hlm. 235. 
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tersebut yaitu guna melukiskan dan menganalisa. Dalam hal ini arti dari 

menggambarkan dan menganilisis tersebut adalah menjelaskan tentang 

bagaimana data dari putusan nomor 130/Pid.Sus/2020/PN SLW perihal jual 

beli Narkotika.  

 

I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan pada skripsi penulis dipilah menjadi 5 (lima) 

bab, terdiri dari sub-sub bab yang semuanya memiliki kaitan dengan yang lain 

dan merupakan rangkaian yang berhubungan. Supaya penulisan skripsi ini 

terkesan teratur, maka dalam sistematikanya sebagai berikut: 

Bab pertama pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, (latar 

belakang masalah ini menjelaskan perihal upaya jual beli narkotika yang ada di 

Indonesia salah satunya di Slawi kabupaten Tegal), tujuan penelitian 

identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan 

penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian 

dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua berisi perihal landasan teori. Teori ini menjelaskan teori  apa 

saja yang termuat dalam jual beli Narkotika dalam pandangan hukum  positif dan 

hukum pidana islam. Pada bab ini mengkaji soal sub bab pertama yang berisi 

perihal Narkotika dalam hukum positif dan sub kedua berisi perihal Narkotika 

dalam hukum pidana Islam. 

Bab ketiga ialah pembahasan menyangkut penetapan Pengadilan Negeri 

Slawi Nomor: 130/Pid.Sus/2020/PN SLW. Pembahasan dalam bab ini meliputi: 
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1) Deskripsi Kasus; 2) Tuntutan Jaksa Penuntut Umum; 3) Pertimbangan 

Hakim; 4) Putusan Hakim. 

Bab keempat adalah analisis dari observasi yang mencakup: 1) Analisis 

penetapan juri pada penetapan Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 

130/Pid.Sus/2020/PN SLW perihal delik Jual Beli Narkotika; 2) Analisis 

hukum pidana islam terhadap penetapan juri nomor 130/Pid.Sus/2020/PN SLW 

perihal delik jual beli Narkotika di Slawi Kabupaten Tegal. 

Bab kelima berisikan tentang penutup yang pokoknya membahas 

tentang kesimpulan dari penelitian ini / observasi ini beserta juga saran yang 

penulis berikan berdasarkan dari permasalahan apa yang telah dibahas/dikaji 

tersebut. 
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BAB II 

TINDAK PIDANA NARKOTIKA  

MENURUT HUKUM  POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM 

 

 

A. Tindak Pidana Narkotika Menurut Hukum Positif 

1. Pengertian Narkotika 

Berdasarkan ketentuan dari Pasal 1 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika, narkotika didefinisikan zat atau obat yang berasal dari 

tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat 

mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, 

mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan 

ketergantungan.1.  

Menurut Mardani, narkotika adalah: “obat atau zat yang dapat 

menenangkan syarat, menyebabkan ketidaksadaran atau pembiusan, 

menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau 

merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan 

adiksi atau kecanduan dan yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan 

sebagai narkotika”.2 

Narkotika secara bahasa berasal dari bahasa Inggris "narcotics" 

yang artinya obat bius. Narkotika adalah bahan yang berasal dari 3 jenis 

       
1 Lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
2 Mardani, 2008, Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana 

Nasional, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 80. 
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tanaman, yaitu: papaper somniferum (candu), erythroxyion coca (kokain), 

dan cannabis sativa (ganja) baik murni maupun bentuk campuran. Cara 

kerjanya mempengaruhi bagian syaraf yang dapat membuat kita tidak 

merasakan apa apa, bahkan jika bagian tubuh kita disakiti sekalipun.3  

Narkoba adalah sebuah singkatan dari kata narkotika dan obat-obat 

telarang. Sedangkan istilah lain narkoba adalah NAPZA yang merupakan 

kepanjangan dari narkotika, alkhohol, psikotropika dan zat adiktif.4 

Tindak pidana Narkotika merupakan salah satu tindak pidana khusus 

karena tidak menggunakan KUHP sebagai dasar pengaturannya melainkan 

diatur dalam undang-undang khusus di luar KUHP yaitu UU No. 35 Tahun 

2009. Segala penyalahgunaan Narkotika sesuai yang telah diatur di dalam 

UU No. 35 Tahun 2009 merupakan tindak pidana Narkotika. Istilah tindak 

pidana berasal dari istilah yang d.ikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu 

strafbaar feit.5 

Setelah membahas pengertian dari Narkotika menurut hukum positif 

selanjutnya akan dibahas mengenai faktor terjadinya penyalagunaan 

narkotika menurut Sumarno Ma’sum, dikelompokkan menjadi 3 (tiga) 

bagian yaitu: 

a. Didapatkan dengan mudah, status hukumnya lemah, mudah 

menimbulkan ketergantungan dan adiksi; 

b. Faktor kepribadian, antara lain: pendidikan agama minim, informasi 

       
3 Andi Hamzah, Kejahatan Narkotika dan Psikotropika, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994),hlm. 11. 
4 Zahroni,Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA, (jakarta:Grafindo Awanawan, 1980), hlm. 13. 
5Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori 

Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 67. 
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yang sangat kurang tentang obat keras berikut penyalahgunaannya, 

perkembangan yang labil (baik fisik maupun mental), gagal 

mewujudkan keinginan, patah hati dalam bercinta, prestasi, jabatan dan 

lainnya, kurang percaya diri dan menutup diri dari kenyataan, ingin tahu 

dan bertualang mencari identitas diri; 

c. Faktor lingkungan, antara lain kondisi rumah tangga dan masyarakat 

yang amburadul, tanggungjawab orang tua kurang dari apa yang 

dilakukan, pengangguran, serta sanksi hukum yang lemah.6 

Menurut Dadang Hawari menggolongkan penyalahguna narkotika 

menjadi tiga yaitu: 

a. Penyalahguna narkotika dengan ketergantungan primer, golongan ini 

gejala-gejalanya: adanya kecemasan dan depresi. Hal ini dapat terjadi 

pada orang yang kepribadiannya tidak stabil; 

b. Penyalahguna narkotika dengan ketergantungan simtomatik. Biasanya 

pemakai menggunakan narkotika hanya untuk kesenangan semata. Hal 

ini dapat terjadi pada orang dengan kepribadian psikopatik (anti sosial)   

dan kriminal; 

c. Penyalahguna narkotika dengan ketergantungan reaktif. Hal ini terjadi 

disebabkan rasa keingintahuan, pengaruh lngkungan, dan pengaruh 

teman sebaya (peer group presure). Penyalahguna narkotika golongan 

ini biasa adalah remaja. 

Penentuan dari tiga golongan tersebut sangat penting dalam 

       
6 Sumarno Ma’sum, 1987, Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat, CV. 

Mas Agung, Jakarta, hlm. 134.   
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menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan atau dapat juga 

untuk menentukan pengguna penyalahguna tersebut merupakan penderita 

(pasien), sebagai korban (victim), atau pelaku kriminal.7 Tindak Pidana 

Narkotika dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar 

ketentuan sebagaimana diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU No. 

35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut dapat diketahui dari 

pendapat Supramono bahwa jikalau narkotika cuman untuk pengobatan dan 

kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan diluar kepentingan-

kepentingan tersebut merupakan kejahatan (tindak pidana).8 

 

2. Golongan Narkotika 

Berdasar UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, jenis-jenis dari 

Narkotika digolongkan antara lain sebagai berikut: 

a. Narkotika golongan I: 

Golongan ini: “hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan                   ilmu 

pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai 

potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, antara lain: 

tanaman Papaver Somniferum L dan semua bagian- bagiannya termasuk 

buah dan jeraminya, kecuali bijinya; opium mentah, yaitu getah yang 

membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman Papaver Somniferum L 

yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan 

       
7 Dadang Hawari, Al-Quran, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa, (Dana Bakti Primayasa, 

Yogyakarta, 1997), hlm. 102. 
8 Supramono, G. , 2001. Hukum Narkotika Indonesia. Djambatan, Jakarta. hlm. 12.   
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pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya; tanaman koka, 

tanaman dari semua genus Erythroxylon dari keluarga Erythroxylaceae 

termasuk buah dan bijinya”. Contoh dari golongan 1 ini seperti ganja, 

heroin, dan kokain. 

  
Gambar Ganja.9 

 

 
Gambar Heroin.10  

 

b. Narkotika golongan II: 

Golongan ini: dapat digunakan dalam pengobatan, namun berpotensi 

adiksi tinggi. Pemakaian untuk pengobatan sebagai pilihan terakhir. 

Contohnya seperti morfin, pethidin dan metadon. 

 
Gambar Pethidin.11 

       
9 dalam https://hellosehat.com/herbal-alternatif/herbal/manfaat-ganja-secara-medis/diakses pada 

tanggal 9 Agustus 2021. 
10 dalam https://www.sehatq.com/artikel/heroin-adalah-substansi-tak-berbahaya-jika-dihisap-dan-

6-mitos-lainnya diakses pada tanggal 9 Agustus 2021. 
11 dalam https://kimiafarmabandung.co.id/project/pethidin-hcl/ diakses pada tanggal 9 Agustus 

2021. 
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Gambar Metadon.12 

 

c. Narkotika golongan III: 

Golongan ini: “berkhasiat obat dan mempunyai potensi 

ketergantungannya rendah. Golongan ini diantaranya seperti: 

Asetildihidrokodeina dan Dekstropropoksifena: α-(+)-4- dimetilamino-

1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionat”.13 Contoh dari Narkotika 

golongan 3 ini seperti codein dan difenoksilat 

  
Gambar Codikaf.14 

 

 
Gambar Difenoksilat.15 

 

       
12 dalam https://doktersehat.com/metadon/diakses pada tanggal 9 Agustus 2021. 
13 Selengkapnya lihat Pasal 6 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 
14 dalam https://www.sehatq.com/obat/codikaf-tabletdiakses pada tanggal 9 Agustus 2021. 
15 dalam https://www.kelaspintar.id/blog/edutech/termasuk-aat-adiktif-kenali-lebih-jauh-narkotika-

dan-psikotropika-6034/diakses pada tanggal 9 Agustus 2021. 
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3. Subyek Tindak Pidana Narkotika 

Selain dari sisi perbuatan, penjatuhan pidana juga harus dilihat dari 

sisi orang yang melakukan perbuatan tersebut. Subyek dari suatu tindak 

pidananya pada dasarnya adalah manusia, namun tidak menutup 

kemungkinan subyek tersebut adalah perkumpulan atau korporasi, jika hal 

tersebut terdapat dalam undang-undang tertentu. 

a. Korporasi 

Korporasi menurut Pasal 1 ayat 21 Undang-Undang Narkotika adalah: 

“kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik yang badan 

hukum maupun yang bukan badan hukum”.16 Jadi pada pokoknya 

subyek dari tindak pidana ini adalah secara kelompok atau lebih dari 1 

orang.  

b. Perorangan 

“Delik atau tindak pidana disebut juga dengan perbuatan pidana, 

perbuatan ini yang dilakukan oleh orang maupun oleh badan hukum 

sebagai subyek-subyek hukum dalam hukum pidana”. Sebagaimana 

dikatakan Wirjono Prodjodikoro pengertian tindak pidana, “Tindak 

pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan 

hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subyek dari 

tindak pidana”. Selanjutnya dikatakan: “Syarat untuk menjatuhkan 

pidana terhadap tindakan seseorang, harus memenuhi unsur-unsur yang 

terdapat dalam rumusan tindak pidana di dalam undang-undang”.17 

       
16 Pasal 1 ayat 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. 
17 Soedarto, 1990, Hukum Pidana jilid IA dan IB, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 
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Berdasar uraian tersebut seseorang sebagai subyek tindak pidana apabila 

mencocoki ketentuan sebagaimana terdapat dalam peraturannya. 

c. Pecandu 

Pecandu narkotika dalam Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Narkotika 

adalah: “orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika 

dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik 

maupun non fisik (psikis)”.18 

d. Pengedar 

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, 

mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I”, 

sebagaimana tercantum pada Pasal 115 ayat 1 Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2009. 

e. Katagorisasi 

Pelaku Tindak Pidana Narkotika dapat dikelompokan sebagai berikut: 

1) Sebagai pengguna 

“Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 127 Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana pengguna 

wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, walaupun 

terdapat pula ancaman pidana penjara”. 

2) Sebagai Pengedar 

“Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 114 Undang- 

undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman 

       
hlm. 62.   

 18 Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. 
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pidana penjara dengan minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 20 

(dua puluh) tahun/seumur hidup/mati + denda”.19 

3) Sebagai produsen 

“Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-

undang No. 35 Tahun 2009, dengan ancaman pidana penjara dengan 

minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun/seumur 

hidup/mati + denda”. 

Mengenai pengertian tindak pidana narkotika, Undang-Undang 

Narkotika tidak menjelaskan pengertian secara khusus mengenai apa yang 

dimaksud dengan tindak pidana narkotika itu sendiri, tetapi hanya 

merumuskan perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana 

narkotika. Maka secara singkat dapat diartikan bahwa yang dimaksud 

dengan tindak pidana narkotika adalah suatu perbuatan yang melanggar 

ketentuan- ketentuan hukum narkotika, dalam hal tersebut adalah Undang-

Undang Narkotika dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dalam 

ketentuan Undang-Undang tersebut. Yang mana di dalam hal ini penetapan 

juri nomer 130/Pid.Sus/2020/PN SLW perihal delik Jual Beli Narkotika Di 

Slawi Kabupaten Tegal melanggar pasal 114 ayat (1) satu undang-undang 

nomor 35 tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika menyebutkan 

bahwa: “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan 

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual 

beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan 

       
19 Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. 
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pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) 

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak 

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”20 

Dalam hukum pidana terdapat 3 landasan teori penjelasan dari 

pembahasan permasalahan narkotika ini, ketiga landasan teori tersebut 

yakni; 

a. Teori Etis (keadilan) 

Dalam teori ini memandang bahwa tujuan hukum hanya untuk 

keadilan semata dan hanya merupakan kesadaran etis mengenai apa 

yang dirasa adil dan tidak adil. Salah satu pendukung dari teori ini 

adalah Geny yang menyatakan bahwa “hukum bertujuan semata-

mata untuk mencapai keadilan”.21 Keadilan sendiri merupakan suatu 

penilaian terhadap perlakuakn atau tindakan yang dikaji dengan 

suatu norma yang menurut pandangan subjektif melebihi dari 

norma-norma lain. 

b. Teori Utilitis (Endaenmonistis) 

Dalam teori ini disebutkan bahwa “the greatest good of the greates 

number” yang pada hakikatnya tujuan hukum itu adalah mencari 

kebahagian yang merupaakan kemanfaatan dari hukum itu sendiri, 

teori ini dianut oleh Jeremi Bentham. Dalam teori ini tidak menitik 

       
20 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 “Tentang Tindak Pidana Narkotika” 
21 Sudikno Mertokusumo, “Mengenal Hukum (Sebagai Pengantar)”, Yogyakarta: Liberty, 2002, 

h. 71-75. 
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beratkan bahwa tujujuan itu adalah untuk keadilan, sehingga tidak 

memperhatikan unsur keadilan dalam tujuan hukum dengan 

demikian oleh pendapat Prof. Bellefroid yang intinya menyatakan 

bahwa “De Inhoud van hetrecht dient te worden bepaal onder leiding 

van twee grounbeginingselen t.w de rechtvaarheid en de 

doelmatigheid” yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia “isi 

hukum harus ditentukan menurut dua asas yaitu asas keadilan dan 

faedah”.22 

c. Teori Campuran 

Dalam teori ini merupakan gabungan dari tujan hukum menurut 

Teori Eetis dan Teori Utilitis, jadi dengan demikian tujuan pokok 

hukum adalah ketertiban yang menjadi fundamental dan keadilan 

berdasarkan perkembangan zaman, hal ini senada dengan pendapat 

Subekti yang menyatakan “tujuan hukum adalah mengabdi kepada 

tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagian 

rakyatnya, dengan cara mendatangkan keadilan di tengah-tengah 

kehidupan bermasyarakat”. Seperti dijelaskan bahwa tujuan hukum 

adalah mengabdi kepada tujuan negara. 

 

B. Tinjauan Tentang Sanksi Pidana Menurut Undang-Undang 

1. Pengertian Sanksi 

Seorang filsuf Yunani, Aristoteles, mengutarakan bahwasanya insan 

       
22 C.S.Kansil, “Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia”, Jakarta: h. 41-44. 
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merupakan zoon politicon, maksutnya insan ialah manusia yang hidup 

bermasyarakat. Dari awal bernyawa sampai akhir menutup mata, insan 

hidup ditengah- tengah masyarakat dan melaksanakan relasi dengan insan 

yang lain. Relasi antara seseorang dengan orang-orang lain mungkin 

bersifat langsung ataupun tidak langsung. Relasi tersebut menyebabkan 

kehidupan bermasyarakat antara insan saling membutuhkan satu dengan 

yang lainnya. Kebutuhan bisa sama dengan satu dengan lainnya, / malahan 

bisa bertolakbelakang/bertentangan.23 Pertentangan-pertentangan ini bisa 

menyebabkan persoalan dan keresahan di dalam masyarakat, guna 

mengatasi diadakan ketetapan yang mengatur yakni tata tertib yang dapat 

mengembangkan kepentingan yang bertentangan tersebut, sehingga timbul 

kedamaian. Ketetapan-ketetapan ini adalah petunjuk hidup yang merupakan 

hukum yang berkembang bersama-sama masyarakat atau dengan yang lain 

perkataan hukum berarti tertib sosial. 

Berdasarkan P. Bost hukum merupakan semua ketentuan bagi 

kelakuan insan di dalam masyarakat yang perwujudannya bisa diharuskan 

dan mempunyai tujuan supaya menyebabkan tata ketentraman atau  

kenyamanan. Perwujudan sistem hukum ini bisa diharuskan/diwajibkan 

artinya bahwa  hukum memiliki kompensasi, berbentuk tuntutan dengan 

hukuman kepada si pengingkar peraturan atau bisa disebut ganti rugi bagi 

yang menderita.  

Sementara itu definisi sanksi berdasarkan Kamus Besar Bahasa 

       
23 R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 40. 
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Indonesia (KBBI) ialah tanggungan tindakan atau hukuman guna 

mengharuskan orang guna menepati perjanjian atau mematuhi ketetapan 

undang-undang (taksiran ujung, perkumpulan, dan sebagainya); tindakan 

(mengenai perekonomian) sebagai hukuman kepada suatu negara; hukum, 

(a) imbalan negative, meliputi pembebanan atau penderitaan yang 

ditentukan dalam hukum; (b) imbalan positif, yang berupa hadiah atau 

anugerah yang ditentukan dalam hukum.24  Berbagai macam tipe  ideal dapat 

dirumuskan atas dasar tata cara perilaku manusia dilaksanakan berdasarkan 

perintah atau larangan. Suatu tertib sosial mungkin memerintahkan agar 

insan melaksanakan perilaku spesifik, tanpa menyerahkan dampak tertentu 

jikalau seruan itu ditaati atau dilanggar suatu     tertib atau hukumannya. 

 

2. Macam-Macam Sanksi Pidana Menurut KUHP  

Berlandaskan Pasal 10 KUHP sanksi pidana adalah sanksi yang 

berwatakan lebih menusuk apabila  disetarakan dengan pengesahan sanksi 

hukum perdata ataupun pada hukum administrasi. Strategi yang 

ditingkatkan ialah menjadi bentuk usaha guna meminimalisir dan 

mengalahkan kesalahan via hukum pidana dengan penyelewengan 

ditujukan kompensasinya berbentuk pidana. Bagi Samsul Ramli dan 

Fahrurrazi, mengutarakan pandangan kalau pidana merupakan hasil dari 

tindak pidana dan ini berwujud suatu derita yang dengan sengaja dijatuhi 

negara kepada penyusun tindak pidana (perbuatan yang dapat dikenakan 

       
24 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 1265. 
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hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang). Hukum 

pidana menetapkan sanksi kepada penyelewengan sistem larangan. Sanksi 

tersebut pada dasarnya tercantum atas pengembangan penestapaan dengan 

berniat.25 

Pada hukum pidana Pasal 10 KUHP terbagi vonis pada dua jenis, 

yaitu vonis utama yang meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana 

kurungan, pidana denda, pidana, pidana tutupan, pidana tambahan berupa, 

pencabutan hak-hak eksklusif, perampasan barang-barang eksklusif, 

pengumuman keputusan juri. Pada RUU KUHP, pidana denda dijadikan 

pidana utama, baik sebagai alternatif pidana penjara maupun pidana tunggal 

untuk pidana ringan. Sebagai pidana alternatif, diharapkan pidana denda 

juga bisa dikatakan selaku penderitaan bagi pelaku delik.26  

Macam-macam sanksi pidana berdasarkan Pasal 10 KUHP, 

terbagi menjadi 4 bagian yaitu : 

a. Pidana Mati 

Sejak zaman dahulu sudah diketahui hukuman mati, baik dalam zaman 

hukuman Romawi, Yunani, Jerman. Pelaksanaan hukuman mati pada 

waktu tersebut adalah sangat kejam, terutama pada zaman kaisar 

Romawi, cukup terkenal sejarah zaman Nero yang kala itu banyak 

dijatuhkan pidana mati kepada orang Kristen dengan cara mengikatnya 

pada suatu tiang yang dibakar hingga mati.27 Penentangan yang paling 

       
25 Samsul Ramli dan Fahrurrazi, Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa, hlm. 192. 
26 Aisah, Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 

(Jakarta: Lex Crimen, 2015), hlm. 220. 
27 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 117. 
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keras pada pidana mati adalah C. Beccaria, ia              menghendaki supaya di 

dalam penerapan pidana lebih memperhatikan perikemanusiaan. Beliau 

meragukan apakah negara memiliki hak guna menjatuhkan pidana mati, 

keraguannya ini didasarkan pada ajaran “kontrak sosial”. Penentangan 

yang gigih lainnya adalah Voiltare yang membantahkan pertentangan 

melalui penjuru keuntungan, diartikan bahwa keuntungan pidana mati 

nihil. Dampak dari perlawanan-perlawanan yang tetap berderet, baik 

dari sisi peri kemanusiaan dan ketuhanan, lalu berlimpah negara yang 

telah menghapuskan vonis mati, salah satunya Belanda dari abad XVIII 

sudah menghapuskan vonis mati atau pidana mati tersebut dari peraturan 

Hukum Pidana biasanya.28 

b. Pidana penjara 

Pidana penjara merupakan contoh wujud atas kejahatan perampokan 

kebebasan. Pada pasal 12 KUHP menerangkan kalau pidana penjara 

ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Pidana penjara, selama 

waktu tertentu paling pendek ialah satu hari dan paling lama 15 tahun 

berturut – turut. Pidana penjara selama waktu tertentu bisa dijatuhkan 

20 tahun berturut – turut pada soal kekejaman yang pidana nya juri bisa 

memutuskan antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana 

penjara selama waktu tertentu atau antara pidana penjara selama waktu 

tertentu. Maupun juga pada hal batas 15 tahun bisa dilampaui karena 

pebarengan (concurcus), pengulangan (residive) atau karena yang 

       
28 Ibid., 118. 
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ditentukan pada pasal 52 dan 52a. Ada beberapa sistem dalam pidana 

penjara yaitu :  

1) Pensylvanian system. Terpidana menurut sistem ini dimasukkan 

dalam sel-sel tersendiri, ia tidak boleh menerima tamu baik dari luar 

maupun sesama narapidana, ia tidak boleh bekerja diluar sel satu 

satunya pekerjaan adalah membaca buku suci yang diberikan 

padanya. Karena pelaksanaannya diterapkan di sel – sel maka 

disebut juga cellulaire system.  

2) Auburn System : Pada waktu malam hari ia dimasukkan di dalam sel 

secara sendiri – sendiri, sedangkan pada waktu siangnya diwajibkan 

bekerja bersama narapidana lainnya, namun tidak boleh saling 

berbicara diantara mereka, biasanya disebut dengan silent system. 

3) Progressive System : Cara pelaksanaan pidana menurut sistem ini 

adalah bertahap, biasanya disebut dengan English/Ire System.29 

c. Pidana kurungan, pidana kurungan ini merupakan salah satu bentuk dari 

pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi pidana kurungan ini dalam 

beberapa hal lebih ringan daripada pidana penjara. Ketentuan – 

ketentuan tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Para terpidana kurungan memiliki hak pistol yang artinya mereka 

memiliki hak atau kesempatan untuk mengurusi makanan dan alat 

tidur sendiri atas biaya sendiri/Pasal 23 KUHP. 

2) Para terpidana mengerjakan pekerjaan adalah satu tahun, maksimum 

       
29 Ibid., 120. 
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ini bisa hingga 1 tahun   4 bulan pada hal terjadi pemberatan pidana, 

sebabnya bersamaan, / sebabnya ketetapan Pasal 52 atau 52a (Pasal 

18 KUHP). 

3) Jikalau terpidana penjara dan terpidana    kurungan melakukan 

pidana masing- masing disatu daerah pesosialisasian, selanjutnya 

terpidana kurungan wajib terpisah tempatnya (Pasal 28 KUHP). 

Pidana kurungan biasanya dijalankan didalam kawasannya 

terpidana nya sendiri/umumnya tidak diluar dari kawasan yang 

bersangkutan. 

 

C. Tindak Pidana Narkotika Dalam Hukum Pidana Islam 

Narkotika dalam pandangan Islam ialah benda-benda yang bisa 

meniadakan akal pikiran yang statusnya haram. Karena salah satu illat 

diharamkannya benda itu ialah memabukkan sesuai disebutkan pada hadist 

Nabi yaitu; ركِْسُم وكَُلٌٌمَرَحٍ  خََْرٌ  مُسْكِرٍ   artinya : “setiap yang memabukkan كُلُّ 

adalah khamr dan setiap khamr adalah haram”.30 

Memakai Narkotika tersebut sudah di haramkan, namun juga bisa 

berakibat buruk, bisa merusak akal dan fisik, dan akibat-akibat lainnya. Oleh 

sebabnya, hukum islam melarang memakai benda- benda seperti itu, baik pada 

jumlah sedikit maupun pada jumlah yang banyak. Kepada orang yang sudah 

memakai Narkotika akan merasakan kenikmatan dan menyebabkan ketagihan. 

       
30 Hamzah Hasan, Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, AlDaulah, Vol 

1 Nomor 1, 2012, hlm.150. 
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Pada persoalan tersebut Ibn Taimiyah menjelaskan kalau ganja tersebut lebih 

jahat dari khamr, dilihat dari sisi merusak badan dan menggunakan akal. Ia 

membikin seseorang menjadi lemah akal, lemah keinginannya, dan 

menghalangi orang dari mengingat Allah.31 

Narkotika tidak dikenal pada zaman Rasulullah SAW walaupun begitu 

narkotika terdapat pada kelompok khamar. Di dalam Al- Qur’an cuman 

mengatakan khamar. Hal ini dengan adanya teori ilmu ushul fiqh dimana jika 

sesuatu hukum belum ditetapkan status hukumnya maka bisa disesuaikan 

melalui metode Qiyas (analogi hukum). Qiyas adalah menyusul peristiwa yang 

terdapat nash hukum baginya, dalam hal hukum yang terdapat nash untuk 

menyamakan dua peristiwa pada sebab dua hukum ini.32 Minuman khamar 

menurut bahasa Al-Qur’an adalah minuman yang terbuat daribiji-bijian atau 

buah-buahan yang dengan proses begitu rupa maka bisa mencapai kadar 

minuman yang memabukkan.33 

     Menurut Amir Syarufudin: “cara kerja Khamr dan narkoba sama yaitu 

memabukkan, merusak fungsi akal manusia, walaupun bentuknya berbeda”.34 

Menurut Ahmad Wardi Muslich, “segala sesuatu yang mengganggu akal 

pikiran dan mengeluarkannya dari tabiat aslinya sebagai salah satu unsur 

manusia yang bisa membedakan baik dan buruk adalah khamr, yang 

diharamkan Allah dan Rasul-Nya hingga hari kiamat. Termasuk diantaranya 

adalah bahan yang kini dikenal dengan nama narkotika, baik dalam bentuk 

ganja, kokain, dan semacamnya”.35 Selanjutnya dikatakan: “walaupun belum 

ada sanksinya, semua yang dapat digolongkan khamr dan mengakibatkan 

       
31 Ibid., 150-151. 
32 Laili Maulida,”Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Kasus penyalahgunaan 

Narkotika oleh Anak di bawah umur”,Skripsi,tidakditerbitkan,Konsentrasi kepidanaan 

islam,UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2009. 
33 Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta;Sinar Grafika, 2007), Cet, Ke-1, hlm. 78. 
34 Amir Syarufudin, 2003, Garis-Garis Besar Fiqh, Prenada Media, Jakarta, hlm. 289. 
35Ahmad Wardi Muslich, 2004, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 

hlm. 9 
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terganggunya kerja urat syaraf dan dapat menyebabkan ketergantungan 

diharamkan”.36 Pengharaman khamr termasuk Narkotika terdapat adalah Surat 

al-Maidah Ayat 90, yaitu:  ُوَالَْْزْلَْم وَالْْنَْصَابُ  وَالْمَيْسِرُ  الْْمَْرُ  اِنََّّ ا  ا  آمَنـُواْ الَّذِيْنَ  يَُـّهَا   يٰآ
 رجِْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٓنِ فاَجْتَنِبـُوْهُ لعََلَّكُمْ تُـفْلِحُوْنَ 

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) 

khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan 

panah adalah Termasuk perbuatan Syaitan. Maka jauhilah perbuatan 

perbuatan itu supaya kamu memiliki keberuntungan”.37 

 

Walaupun minuman atau zat/obat yang memabukkan bervariasi 

mengikuti perkembangan zaman, tetap saja hukumnya haram. Hal ini dapat 

dirujuk dari Hadis Aisyah, yang menyatakan “Rasulullah Bersabda, Setiap 

minuman yang memabukkan adalah haram” (HR. Bukhari).38 Keharaman 

Narkotika tidak tergantung dari banyak atau sedikitnya, tapi dari akibat yang 

ditibulkannya yaitu memabukkan. Sama halnya pula pelaku penyalahgunaan 

narkoba (pemakai, pejual, pembeli, produsn, pengedar dan penerima narkoba) 

merupakan haram.39 Menurut Ahmad Hanafi, “bentuk-bentuk tindak kejahatan 

yang dilarang Allah dan manusia melakukannya, akibatnya akan didapatkan 

azab Allah di akhirat. Hal ini dapat dipelajari di dalam Hukum pidana Islam, 

yang mana Allah menetapkan sanksi atau ancaman hukuman atas setiap 

pelanggaran terhadap larangan Allah, yang sanksi hukuman itu dinyatakan 

dalam bahasa uqubat”.40 

Menurut Wardi Ahmad, “penyalahgunaan narkotika dalam hukum 

pidana Islam dikenai sanksi, berupa hukuman ta’zir yang diperberat dengan 

       
36 Ibid., 12. 
37 Departemen Agama R.I., 2006, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Syamil Cipta Medi, Bandung. 
38 Al-Bukhari, 1981, Shahih Bukhari, Dar al-Fikr, Beirut, hlm. 242. 
39 Yusuf Qarawadhi, 2003, Halal Haram dalam Islam, Sinar Grafika, Surakarta, hlm. 109. 
40 Ahmad Hanafi, 1994, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 87. 
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jilid. Dasar pengenaan sanksi tersebut, baik al-Qur’an, Hadis atau keputusan 

penguasa yang memiliki wewenang menetapkan hukum untuk kasus ta’zir”.41 

Alquran dan sunnah tidak menjelaskan bagiamana sanksi bagi produsen dan 

pengedar narkoba. Maka dari itu, sanksi hukum bagi produsen dan pengedar 

narkoba adalah ta’zir. Hukuman ta’zir berat atau ringan tergantung kepada 

proses pengadilan (otoritas hakim). Bentuk sanksinya pun bisa beragam.42

       
41 Wardi Ahmad, 2005, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 91. 
42 Ibid., 178. 
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BAB III 

DESKRIPSI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLAWI 

NOMOR: 130/Pid.Sus/2020/PN SLW 

 

A. Deskripsi Perkara Perihal Penjatuhan Pidana pada Tindak Pidana 

Narkotika Nomor: 130/Pid.Sus/2020/PN SLW 

1. Identitas Pihak 

Terdakwa pada perkara tersebut ialah Muhammad Edi Sarwono Bin 

Ahmad yang berusia 34 tahun dan bertempat tinggal di Desa Blubuk RT. 

004 / RW-001 Kec. Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Terdakwa bekerja di 

Swasta dan beragama Islam.1 

 

2. Rangkaian Peristiwa 

Bahwa di hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira jam 10.00 

wib terdakwa janjian ketemuan dengan Sdr. Anggit (DPO) di rumah teman 

Sdr. Anggit di Desa Gumayun, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal 

saat itu Sdr. Anggit pesan ke terdakwa guna dibelikan tembakau gorilla 

melalui perantara terdakwa melalui kesepakatan pembelian tembakau 

gorilla tersebut dengan menggunakan uang terdakwa terlebih dulu seharga 

Rp. 200.000-, (dua ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa setuju 

menyanggupi membelikan tembakau gorilla.  

Setelah itu masih di hari yang sama sekitar pukul16.00 WIB 

       
1 Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 130/Pid.Sus/2020/PN SLW. 
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terdakwa pergi ke rumah teman terdakwa yaitu saksi Agung Gemah 

Ramadhan di Desa Blubuk Rt. 005 / 001, Kecamatam Dukuhwaru, 

Kabupaten Tegal guna meminjam Hand Phone yang akan terdakwa gunakan 

untuk menghubungi Sdr. Wahyu (DPO), setelah terdakwa meminjam Hand 

Phone dari saksi Agung Gemah Ramadhan berupa 1 (satu) unit Hand Phone 

merk Xiaomi warna gold dengan No. Sim Card 085806036860 dan No. Imei 

1 : 868204031387037, No. Imei 2 : 868204031387045 dan kemudian 

terdakwa pulang ke rumahnya, selanjutnya sekitar pukul 16.45 WIB 

terdakwa menghubungi Sdr. Wahyu dengan cara inbok di masangger 

FaceBook melalui Hand Phone milik saksi Agung Gemah Ramadhan, waktu 

itu terdakwa pesan sintek maksudnya tembakau gorilla untuk teman dan di 

jawab oleh Sdr. Wahyu ada kemudian terdakwa janjian ketemuan dengan 

Sdr. Wahyu di rumahnya selanjutnya masih di hari yang sama sekitar pukul 

17.00 WIB terdakwa mendatangi Sdr. Wahyu dirumahnya yang berada di 

Ds. Blubuk, Kec. Dukuhwaru, Kab. Tegal setelah bertemu di teras depan 

rumah dari Sdr. Wahyu tersebut saat itu uang pembelian tembakau gorilla 

sebesar Rp. 200.000-, (dua ratus ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada Sdr. 

Wahyu yang kemudian sebuah bungkus rokok merk Gudang Garam 

Signature yang berisi 5 (lima) linting tembakau gorilla oleh Sdr. Wahyu 

diserahkan kepada terdakwa setelah terdakwa terima kemudian terdakwa 

pulang ke rumah selanjutnya masih dengan menggunakan 1 (satu) unit Hand 

Phone merk Xiaomi warna gold yang sama terdakwa menghubungi Sdr. 

Anggit melalui cara inbok di masangger Facebook sdr. Anggit bahwa 
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barangnya sudah ada di terdakwa yang selanjutnya janjian penyerahan 

tembakau gorilla tersebut di taman rakyat yang selanjutnya masih di hari 

yang sama sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa meminta tolong teman 

terdakwa yaitu saksi Priyadi Bin Wahidin untuk mengantar terdakwa 

dengan menggunakan sepeda motornya waktu itu terdakwa bilang kepada 

saksi Priyadi Bin Wahidin untuk mengantar ke slawi menemui seseorang 

akan tetapi waktu itu terdakwa tidak cerita kepada saksi Priyadi kalau 

terdakwa membawa tembakau gorilla guna di serahkan kepada Sdr. Anggit 

yang kemudian dengan berboncengan sepeda motor, terdakwa bersama 

saksi Priyadi Bin Wahidin dengan tujuan ke taman rakyat Slawi guna 

mendatangi Sdr. Anggit dan memberikan tembakau gorilla diatas namun 

waktu itu terdakwa menunggu di alfamart ikut Jl. A. Yani Kelurahan Procot, 

kecamatan Slawi Kabupaten Tegal saat itu terdakwa terlebih dulu membeli 

minuman tetapi sesudah terdakwa membeli minuman dan keluar dari 

alfamart dan waktu itu posisi terdakwa lagi berdiri di halaman depan 

alfamart tersebut terdakwa ditangkap Petugas kepolisian Resot Tegal dan 

pada saat itu terdakwa ditangkap, posisi dari saksi Priyadi Bin Wahidin 

duduk diatas motor sekitar 2 (dua) meteran dari tempat terdakwa ditangkap 

dan sesudah petugas kepolisian melangsungkan penggeledahan dan 

menemukan sebuah bungkus rokok merk Gudang Garam Signature yang 

berisi 5 (lima) linting tembakau gorilla dari didalam saku depan sebelah 

kanan celana pendek warna hitam-putih merk HEROES yang terdakwa 

pakai serta waktu itu petugas Kepolisian juga mendapati 1 (satu) unit 
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HandPhone merk Xiaomi warna gold dengan No. Sim Card 085806036860 

dan No. Imei 1 : 868204031387037, No. Imei 2 : 868204031387045 dari 

dalam saku depan sebelah kiri celana pendek warna tersebut yang terdakwa 

pakai yang kemudian barang bukti tersebut diatas di bawa ke kantor Polres 

Tegal untuk proses hukum selanjutnya. Bahwa ketika diperiksa oleh pihak 

berwajib dari Tim Satres Narkoba Polres Tegal, terdakwa tidak dapat 

memberikan izin guna menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, 

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan 

Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorilla dalam bentuk bukan tanaman 

jenis Tembakau Gorila tersebut. Maka barang bukti berupa sebuah bungkus 

rokok merk Gudang Garam Signature yang berisi 5 (lima) linting tembakau 

gorilla setelah dilakukan penimbangan didapati berat kotor/bruto 1,56 

gram.2 

 

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 

Berlandaskan perkara tersebut, perilaku Muhammad Edi Sarwono 

Bin Ahmad sepertimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 

Ayat 1 huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang mana 

berbunyi: “Setiap penyalaguna narkotika golongan I bagi diri sendiri 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun”. Oleh 

karenanya Jaksa Penuntut Umum menerangkan ancaman diantaranya: 

a. Menyatakan Terdakwa Muhammad Edi Sarwono Bin Ahmad terbukti 

       
2 Ibid., 4. 
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secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana 

“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” 

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif 

KETIGA Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang 

Narkotika. 

b. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa Muhammad Edi 

Sarwono Bin Ahmad dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 

6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa di tahan sementara dengan 

perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan. 

c. Membayar biaya perkara bagi Terdakwa sebesar Rp. 5000.- (lima ribu 

rupiah).  

Landasan Jaksa Penuntut Umum menerangkan ancaman tersebut 

berlandaskan dalam ulasan semua saksi diantaranya:3 

a. Saksi Andre Cahya Purnama Bin Supardjo 

Bahwa terdakwa diringkus pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 

sekitar pukul 19.00 Wib di halaman depan Alfamart ikut Jl. A. Yani 

Kelurahan Procot, kecamatan Slawi Kabupaten. Tegal oleh saksi 

bersama dengan Bripka Bobi Hartoyo, SH dan anggota satresnarkoba 

lainnya. Pada saat diringkus terdakwa sedang bersama seorang laki-laki 

yang diketahui bernama Sdr. Priyadi Bin Wahidin tempat tanggal lahir 

Tegal, 01 September 1999, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan swasta, 

kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, Alamat Desa Blubuk Rt.005 

       
3 Ibid., 2. 
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/ 001, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, dan pada waktu 

ditangkap posisi terdakwa lagi berdiri dihalaman depan Alfamart ikut Jl. 

A. Yani Kel. Procot, Kec. Slawi, Kab. Tegal sedangkan Sdr. Priyadi Bin 

Wahidin waktu itu lagi duduk diatas sepeda motor jaraknya sekitar 2 

(dua) meter dengan letak terdakwa saat ditangkap. Lalu berlandaskan 

akibat penyelidikan yang dilakukan oleh anggota Satresnarkoba Polres 

Tegal terdakwa diduga yakni pelaku jaringan peredaran gelap dan 

penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis tembakau gorila yang 

kemudian saksi Bersama Bripka Bobi Hartoyo, SH dan anggota 

Satresnarkoba lainnya dikasih tugas untuk melangsungkan penangkapan 

kepada terdakwa dan benar sesudah dilakukan penangkapan dan 

penggledahan ditemukan barang bukti berupa sebuah bungkus rokok 

merk Gudang Garam Signature yang berisi 5 (lima) linting tembakau 

gorilla dan barang bukti lainnya yaitu berupa 1 (satu) unit Hand Phone 

merk Xiaomi warna gold dengan No. Sim Card 085806036860 dan No. 

Imei 1 : 868204031387037, No. IMEI 2 : 868204031387045 yang pada 

saat Bipka Bobi Hartoyo, SH temukan Hand Phone tersebut berada 

didalam saku depan sebelah kiri celana pendek warna hitam-putih merk 

Heroes yang dikenakan oleh terdakwa. Lalu dari penuturan terdakwa, 1 

(satu) unit Hand Phone merk Xiaomi tersebut merupakan punya dari 

teman nya yang bernama Sdr. Agung Gemah Ramadhan, umur sekitar 

19 (Sembilan belas), jenis kelamin laki-laki, belum bekerja, 

kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat Desa Blubuk Rt. 005 
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/ 001, Kecamatam Dukuhwaru, Kabupaten Tegal disebabkan terdakwa 

meminjam hand phone diatas buat komunikasi dalam melakukan tindak 

pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau 

gorilla. Sesudah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahkan 

mempunyai bungkus rokok merk Gudang Garam Signature tersebut 

diatas disebabkan terdakwa merupakan perantara dalam jual beli 

tembakau gorilla diatas dan tembakau gorilla tersebut ialah pesanan dari 

seorang teman terdakwa yang bernama Sdr. Anggit, umur sekitar 20 

(dua puluh) tahun, jenis kelamin laki-laki pekerjaan tidak diketahui, 

kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, Alamatnya di Desa 

Gumayun, Kecamatan Dukuwaru, Kabupaten Tegal. Bahwa yang saksi 

lakukan selepas sukses menangkap terdakwa ialah saksi bersama-sama 

Bripka Bobi Hartoyo, SH mengusung terdakwa berikut barang bukti 

tersebut ke kantor Polres Tegal untuk penyidikan dan pengusutan lebih 

lanjut serta teman dari terdakwa yang bernama Sdr. Priyadi Bin Wahidin 

juga ikut diamankan ke kantor Polres Tegal untuk dimintai keterangan. 

Dan awalnya status terdakwa bukan masuk dalam Target operasi. Atas 

keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya. 

b. Saksi Bobi Hartoyo, S.H. Bin Tri Wardoyo 

Bahwa terdakwa diringkus saksi bersama dengan Bripda Andre Cahya 

Purnama dan anggota satres Narkoba lainnya pada hari Selasa tanggal 

01 September 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di halaman depan Alfamart 

ikut Jl. A. Yani Kelurahan Procot, kecamatan Slawi Kabupaten Tegal 
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saat sedang bersama seorang laki-laki yang selanjutnya diketahui 

bernama Sdr. Priyadi Bin Wahidin tempat tanggal lahir Tegal, 01 

September 1999, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan swasta, 

kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, Alamat Desa Blubuk Rt. 005 

/ 001, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, dan waktu saat 

ditangkap posisi terdakwa lagi berdiri dihalaman depan Alfamart 

tersebut sementara Sdr. Priyadi Bin Wahidin waktu itu lagi duduk diatas 

sepeda motor jaraknya sekitar 2 (dua) meter dengan posisi terdakwa saat 

diringkus. Dan pada saat terdakwa diringkus karena bersumber hasil dari 

penyelidikan yang dilakukan oleh anggota Satresnarkoba Polres Tegal 

bahwa terdakwa diduga ialah pelaku jaringan peredaran gelap dan 

penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis tembakau gorila yang 

selanjutnya saksi bersama dengan Bripda Andre Cahya Purnama dan 

anggota Satresnarkoba lainnya diberi tugas untuk melaksanakan 

peringkusan kepada terdakwa dan benar setelah dilakukan peringkusan 

dan penggledahan ditemukan barang bukti berupa sebuah bungkus 

rokok merk Gudang Garam Signature yang berisi 5 (lima) linting 

tembakau gorilla dan barang bukti lainnya yaitu berupa 1 (satu) unit 

Hand Phone merk Xiaomi warna gold dengan No. Sim Card 

085806036860 dan No. Imei 1 : 868204031387037, No. Imei 2 : 

868204031387045 yang pada saat saksi temukan Hand Phone tersebut 

berada didalam saku depan sebelah kiri celana pendek warna hitam- 

putih merk Heroes yang dikenakan oleh terdakwa. Lalu dari pengakuan 
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terdakwa 1 (satu) unit Hand Phone merk Xiaomi tersebut adalah milik 

dari teman nya yang bernama Sdr. Agung Gemah Ramadhan, umur 

sekitar 19 (Sembilan belas),jenis kelamin laki-laki, belum bekerja, 

kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat Desa Blubuk Rt. 005 

/ 001, Kecamatam Dukuhwaru, Kabupaten Tegal disebabkan terdakwa 

meminjam hand phone diatas guna komunikasi dalam melakukan tindak 

pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau 

gorilla. Dan sesudah dilakukan interogasi terdakwa mengiyakan 

memiliki Sebuah bungkus rokok merk Gudang Garam Signature yang 

berisi 5 (lima) linting tembakau gorilla tersebut diatas disebabkan 

terdakwa merupakan perantara dalam jual beli tembakau gorilla diatas 

dan tembakau gorilla tersebut adalah pesanan dari seorang teman 

terdakwa yang bernama Sdr. Anggit, umur sekitar 20 (dua puluh) tahun, 

jenis kelamin laki- laki pekerjaan tidak diketahui, kewarganegaraan 

Indonesia, agama Islam, Alamatnya di Desa Gumayun, Kecamatan 

Dukuwaru, Kabupaten Tegal. Kemudian yang saksi lakukan sesudah 

sukses menangkap terdakwa saksi bersama-sama Bripda Andre Cahya 

Purnama membawa terdakwa berikut barang bukti tersebut diatas ke 

kantor Polres Tegal untuk penyidikan dan pengusutan lebih lanjut serta 

teman dari terdakwa yang bernama Sdr. Priyadi Bin Wahidin juga ikut 

diamankan ke kantor Polres Tegal untuk dimintai keterangan. Status 

terdakwa tidak masuk dalam Target operasi. Dan atas keterangan Saksi 

Terdakwa membenarkannya. 
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c. Saksi Priyadi Bin Wahidin 

Bahwa terdakwa diringkus petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 

01 September 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di halaman depan Alfamart 

ikut Jl. A. Yani Kelurahan Procot, kecamatan Slawi Kabupaten Tegal 

dan sampai saksi mengetahui disebabkan waktu saat terdakwa diringkus 

saat itu lagi bersama saksi dan saat kemudian dilaksanakan 

penggeledahan petugas Kepolisian mendapati sebuah bungkus rokok 

merk Gudang Garam Signature yang berisi 5 (lima) linting tembakau 

gorilla didalam saku depan sebelah kanan celana pendek warna hitam- 

putih merk Heroes yang dikenakan oleh terdakwa. Didalam peringkusan 

dan penggeledahan kepada terdakwa tersebut diatas petugas Kepolisian 

juga mendapati barang bukti lainnya yaitu berupa 1 (satu) unit Hand 

Phone merk Xiaomi warna gold dengan No. Sim Card 085806036860 

dan No. Imei 1 : 868204031387037, No. Imei 2 : 868204031387045 

yang pada saat ditemukan petugas Kepolisian Hand Phone tersebut 

berada didalam saku depan sebelah kiri celana pendek tersebut. Dan 

saksi tidak tahu milik siapakah sebuah bungkus rokok merk Gudang 

Garam Signature tersebut. Tetapi yang saksi ketahui 1 (satu) unit Hand 

Phone merk Xiaomi warna gold ialah punya teman saksi yang bernama 

Sdr. Agung Gemah Ramadhan, umur sekitar 19 (Sembilan belas), jenis 

kelamin laki-laki, belum bekerja, kewarganegaraan Indonesia agama 

Islam, lamat Desa Blubuk Rt. 005 / 001, Kecamatam Dukuhwaru, 

Kabupaten Tegal disebabkan Sdr. Agung Gemah Ramadhan merupakan 
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juga teman saksi sampai saksi mengetahui bahwa hand phone tersebut 

adalah punya dari Sdr. Agung Gemah Ramadhan. Bahwa saat itu saksi 

bersama dengan terdakwa asal muasalnya si terdakwa meminta tolong 

kepada saksi untuk mengantarnya menggunakan sepeda motor saksi ke 

tempat perjanjian tersebut dibuat yakni ke taman rakyat Slawi guna 

menemui Sdr Anggit untuk menyerahkan pesenannya tersebut namun si 

terdakwa waktu itu menunggu di depan halaman alfamart Jl A Yani 

tersebut. Saat itu terdakwa terlebih dulu membeli minuman tetapi 

sesudah terdakwa membeli minuman dan keluar dari alfamart dan waktu 

itu posisi terdakwa lagi berdiri di halaman depan alfamart tersebut 

terdakwa ditangkap Petugas kepolisian Resot Tegal dan pada saat itu 

terdakwa ditangkap, posisi dari saksi Priyadi Bin Wahidin duduk diatas 

motor sekitar 2 (dua) meteran dari tempat terdakwa diringkus dan 

ditemukan barang bukti tersebut diatas. Dan atas keterangan Saksi 

Terdakwa membenarkannya 

d. Saksi Agung Gemah Ramadan Hadi Suseno 

Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa telah ditangkap oleh petugas 

Kepolisian disebabkan keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 02 

September 2020 sekitar pukul 10.00 Wib dengar dari teman saksi yang 

bernama Sdr. Priyadi Bin Wahidin kalau terdakwa pada hari Selasa 

tanggal 01 September 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di halaman depan 

Alfamart ikut Jl. A. Yani Kelurahan Procot, kecamatan Slawi Kabupaten 

Tegal telah ditangkap petugas Kepolisian dari Polres Tegal dalam kasus 
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Narkotika jenis tembakau gorilla. Dan sebelumnya terdakwa telah 

pinjam Hand Phone kepada saksi. Lalu hand phone milik saksi yang 

sudah dipinjam oleh terdakwa tersebut diatas adalah punya saksi sendiri. 

Merk hand phone tersebut adalah merk Xiaomi warna gold dengan No. 

Sim Card 085806036860 dan No. Imei 1 : 868204031387037, No. Imei 

2 : 868204031387045. Selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada 

saksi akan pinjam hand phone punya saksi diatas dengan alasan akan di 

gunakan Face Book- an tetapi waktu itu terdakwa tidak memberitahukan 

kepada saksi akan digunakan FaceBook an dengan siapa yang 

selanjutnya Hand Phone milik saksi tersebut saksi pinjamkan dan 

serahkan kepada terdakwa setelah itu terdakwa pergi meninggalkan 

rumah saksi dan sampai sekarang Hand phone milik saksi belum 

dikembalikan oleh terdakwa. Maka dari penjelasan Saksi Terdakwa 

membenarkannya. 

 

4. Pertimbangan Hakim 

Seesudah mengindahkan ulasan semua saksi, ulasan terdakwa dan 

memperhatikan barang bukti yang sudah dimunculkan di dalam mukhtamar, 

juri menetapkan tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut 

terdakwa melalui dakwaan ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 

Hakim beryakinan kalau fakta-fakta persidangan sesuai dengan dakwaan 

kesatu yaitu pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 
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35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “Setiap orang yang tanpa 

hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, 

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan 

Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau 

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).” 

Lalu terdakwa sudah didakwa oleh Penuntut Umum melalui dakwaan 

subsideritas, lalu Majelis Hakim lebih dulu mempertimbangkan dakwaan 

primair sepertimana tertera dalam pasal 114 ayat (1) Undang- Undang 

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-

unsurnya ialah sebagai berikut:4 

Unsur Setiap Orang Yang dimaksut setiap orang ialah 

subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, 

unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang 

“duduk” sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku atau bukan, Terdakwa 

MUHAMMAD EDI SARWONO BIN AHMAD adalah subyek hukum 

yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum kemuka persidangan, yang 

berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, bisa 

disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar 

MUHAMMAD EDI SARWONO BIN AHMAD, orang yang dimaksud oleh 

penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan ; 

       
       4 Ibid., 20. 
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Dengan itu unsur “setiap orang” sudah terpenuhi. Kemudian Majelis akan 

memperhatikan unsur yang kedua. 

Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, 

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, 

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Unsur “tanpa hak 

dan melawan hukum” mempunyai pengertian bahwa pelaku tindak 

pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah 

untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini terdakwa tidak 

mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk 

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi 

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika 

Golongan I tersebut. Unsur ini menyebut beberapa bentuk perbuatan 

yang dapat dipilih secara alternative yaitu menawarkan untuk dijual, 

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, 

menukar atau menyerahkan tentunya yang ada hubungannya dengan 

perkara ini. 

Bahwa di persidangan telah terungkap fakta kalau terdakwa 

MUHAMMAD EDI SARWONO BIN AHMAD sudah menjadi 

perantara dalam jual beli tembakau gorila tanpa seijin pihak berwenang, 

bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan 

kesehatan (kecuali Narkotika Gol 1 yang dilarang dipakai untuk 

kepentingan kesehatan) dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang setiap kegiatan peredarannya wajib dilengkapi dengan 
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dokumen yang sah. Dan terdakwa MUHAMMAD EDI SARWONO 

BIN AHMAD sehari-hari ialah bekerja sebagai Wiraswasta / swasta 

sedangkan terdakwa bukan sebagai tenaga pelayan kesehatan juga 

bukan tenaga peneliti ilmu pengetahuan dan teknologi dengan demikian 

terdakwa tanpa hak berarti sudah melawan hukum. Berlandaskan 

kenyataan-kenyataan hukum yang terbuka pada mukhtamar, unsur 

“Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli 

Narkotika Golongan I” sudah terpenuhi. 

Berlandaskan kejadian di meja hijau, yang mulia enggak 

mendapati sesuatu yang bisa membatalkan kewajiban pidana, baik 

sebagai alasan pembenar / alibi pemaaf, lalu terdakwa wajib 

mempertanggungjawabkan kelakuannya. 

Sebelum Yang Mulia menetapkan hukuman kepada terdakwa, 

lebih dulu untuk memperhatikan kondisi yang memberatkan ataupun 

yang meringankan yaitu:5 

d. Kondisi-kondisi yang memberatkan. Pada perkara ini, perbuatan 

terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam 

memberantas Narkotika. 

e. Kondisi-kondisi yang meringankan. Pada perkara ini, terdakwa 

belum pernah dihukum. Dalam persidangan terdakwa bersikap 

sopan, mengaku terus terang, tidak berbelit-belit dan berjanji tidak 

akan mengulangi lagi perbuatannya. 

       
5 Ibid., 24. 
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5. Putusan Hakim 

Sesudah mengindahkan ulasan semua saksi serta sudah mengecek 

semua alat bukti di meja hijau, maka Majelis Hakim yang dipimpin oleh 

Indirawati, S.H.,M.H. Sebagai Hakim ketua, Diana Dewiani, S.H dan Eva 

Khoerizkia, S.H sebagai Hakim anggota dalam menangani perkara Nomor 

130/Pid.Sus/2020/PN.SLW ini menetapkan dengan:6  

Menerangkan MUHAMMAD EDI SARWONO BIN AHMAD, 

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

“TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA 

DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I”; 

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara 

selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar 

rupiah) dengan ketentuan kalau denda tidak dibayar harus diubah dengan 

pidana penjara selama 2 (dua) bulan ; 

Menerapkan masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani 

oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 

Menerapkan Terdakwa tetap ditahan ; 

Menerapkan barang bukti berupa sebuah bungkus rokok merk 

Gudang Garam Signature yang berisi 5 (lima) linting tembakau gorilla.

 1 (satu) unit Hand Phone merk Xiaomi warna gold dengan No. SimCard

 085806036860 dan No.Imei 1:868204031387037,No.Imei 

       
6 Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor : 130/Pid.Sus/2020/PN SLW. 
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2:868204031387045. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam-putih merk 

HEROES. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya kasus dalam hal 

ini sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM 

TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PUTUSAN 

PENGADILAN NEGERI SLAWI NOMOR: 130/Pid.Sus/2020/PN SLW 

 

 

A. Analisis Putusan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor: 

130/Pid.Sus/2020/PN SLW tentang Tindak Pidana Narkotika 

Penetapan juri merupakan langkah terakhir juri di dalam mukhtamar. 

Oleh karenanya penetapan juri merupakan penetapan yang diutarakan oleh Juri 

pada mukhtamar kasus kejahatan yang terbuka untuk khalayak ramai 

disebabkan kedudukannya, diutarakan sesudah semua teknik beracara dalam 

hukum acara pidana yang pokoknya adalah putusan pemidanaan atau bebas atau 

pelepasan akan semua pendakwahan yang dibikin bak tertera guna bermaksut 

menangani kasus.1 Pada motif penyelidikan kasus di meja hijau, pertama,  juri 

akan melaksanakan langkah yakni mengecek menyangkut kasusnya apakah 

terdakwa sudah melaksanakan kelakuan yang sudah didakwakan kepada 

terdakwa. Kedua, juri akan menetapkan hukumannya yakni apakah kelakuan 

yang didakwakan itu merupakan suatu delik dan apakah terdakwa bisa 

dipertanggungjawabkan atau bersalah. Ketiga, juri menetapkan vonisnya 

jikalau terdakwa terbukti melaksanakan delik dan bisa dipidana.2 

       
1 Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan 

(Bandung: CV Mandar Maju 2007), hlm. 127. 
2 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana (Bandung: Alumni,1986), hlm. 74. 
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Juri menetapkan kasus Nomer: 130/Pid.Sus/2020/PN SLW kalau 

terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebanyak 

Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketetapan kalau denda belum 

disetorkan harus diubah melalui pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Untuk 

menetapkan perkara ini Majelis Hakim lebih dulu memperhatikan dakwaan 

primair sepertimana yang tercantum pada pasal 114 ayat (1) Undang- Undang 

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 perihal delik Narkotika, yang unsur-

unsurnya ialah diantaranya: 

1. Unsur Setiap Orang. 

Maka yang diartikan ialah subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan 

tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut 

tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar- benar 

pelaku atau bukan, Terdakwa MUHAMMAD EDI SARWONO BIN 

AHMAD adalah subyek hukum yang telah dihadapkan oleh Penuntut 

Umum kemuka persidangan, yang menurut keterangan saksi-saksi serta 

keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang 

dihadapkan di persidangan ini benar MUHAMMAD EDI SARWONO BIN 

AHMAD, orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya 

yang tercantum dalam surat dakwaan ; Dengan demikian unsur “setiap 

orang” sudah terpenuhi.3 

2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, 

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau 

       
3 Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 130/Pid.Sus/2020/PN SLW, hlm 21. 
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menyerahkan Narkotika Golongan I. Unsur “tanpa hak dan melawan 

hukum” memiliki definisi bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan 

perbuatannya tidak memiliki ijin yang sah guna melakukan perbuatan 

tersebut, dalam hal ini terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, 

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan 

Narkotika Golongan I tersebut. Unsur ini menyebut beberapa bentuk 

perbuatan yang dapat dipilih secara alternative yaitu menawarkan untuk 

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, 

menukar atau menyerahkan tentunya yang ada hubungannya dengan perkara 

ini. Bahwa di persidangan telah terungkap fakta kalau terdakwa 

MUHAMMAD EDI SARWONO BIN AHMAD sudah menjadi perantara 

dalam hal jual beli tembakau gorila tanpa seijin pihak berwenang, bahwa 

Narkotika hanya dapat dipakai guna kepentingan pelayanan kesehatan 

(kecuali Narkotika Gol 1 yang dilarang dipakai guna kepentingan 

kesehatan) dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

setiap kegiatan peredarannya wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. 

Bahwa terdakwa MUHAMMAD EDI SARWONO BIN AHMAD sehari- 

hari ialah bekerja sebagai Wiraswasta / swasta kemudian terdakwa bukan 

merupakan sebagai tenaga pelayan kesehatan juga bukan tenaga peneliti 

ilmu pengetahuan dan teknologi dengan demikian terdakwa tanpa hak 

berarti sudah melawan hukum. Berlandaskan fakta-fakta hukum yang 

terpapar di dalam persidangan, unsur “Tanpa hak dan melawan hukum 
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menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sudah terpenuhi. 

3. Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mendefinisikan 

kalau Narkotika ialah suatu obat Kesehatan yang dipakai oleh medis dengan 

dosis yang telah diterapkan oleh dokter jikalau dipakai secara berlebihan 

menyebabkan efek samping yang dapat merusak organ bagian dalam 

tertentu. Maka dari itu Undang-Undang ini mengatur tentang tindak pidana 

penyalahgunaan Narkotika beserta Jual Beli Narkotika untuk mencegah, 

melindungi dan menyalamatkan bangsa Indonesia. Kemudian, Majelis 

Hakim akan mempertimbangkan dulu hal-hal yang memberatkan dan hal-

hal yang meringankan pidana bagi terdakwa sebagai berikut: 

a. Hal-hal yang memberatkan : Perbuatan terdakwa tidak mendukung 

program pemerintah dalam hal memberantas Narkotika 

b. Hal-hal yang meringankan: 

1) Terdakwa belum pernah dihukum 

2) Terdakwa bersikap sopan dimuka persidangan 

3) Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya 

4) Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. 

Dari peninjauan-peninjauan ini, lalu Majelis Hakim mengutarakan kalau 

terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melaksanakan tindak pidana 

Narkotika dan dijatuhkan pidana dengan pidana 2 (dua) tahun penjara dan 

pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan 

ketentuan kalau denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara 

selama 2 (dua) bulan. Menurut penjabaran tersebut, penulis berpandangan kalau 
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peninjauan hukum hakim yang meninjau unsur-unsur dalam setiap pasalnya 

sudah valid dan tercukupi. Namun kalau mencermati atas penetapan hakim yang 

memutus kasus itu dengan terdakwa dikenakan pidana penjara 2 (dua) tahun 

dan denda Rp 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah), lalu pada hal ini tidak 

tepat disebabkan pidana penjaranya kurang / terletak dibawah minimal Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009. Kalau dilihat dari pasal 114 ayat (1) pidana 

penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan 

denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling 

banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

Juri tidak dapat mengkenakan pidana dibawah minimum ancaman 

pidana yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Jikalau kegiatan tersebut 

dilaksanakan oleh juri maka bisa dipandang juri itu sudah berbenturan atas 

kepastian hukum yang termaktud pada undang-undang tersebut.4 Pandangan 

penulis menyoal peninjauan hakim yang mengutarakan bahwasannya keadilan 

yang sesuai kepada terdakwa ialah pemidanaan seperti pada penetapan, maka 

sebaiknya itu tidak dilakukan. Penulis berasumsi kalau wujud keadilan sudah 

disahkan secara bersama-sama dalam wujud Undang-Undang yang sudah 

disetujui. Oleh karenannya sebaiknyaa Undang-Undang yang sudah dimufakati 

ini bisa diangkat menjadi tumpuan dan penyesuaian dalam menyerahkan 

pemidanaan buat para pelanggar hukum. jikalau itu tidak dilaksanakan maka 

bisa dianggap juri sudah membinasakan substansi keadilan yang telah 

       
4 L. Hendi Permana. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Di Bawah Minimum, 

hlm. 8.  
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dimufakati bersama itu.  

 

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hukum Hakim Pada 

Penjatuhan Hukuman Tindak Pidana Narkotika dalam Putusan Nomor: 

130/Pid.Sus/2020/PN SLW 

1. Pengertian Fiqih Jinayah 

   Secara etimologis, fiqih berasal dari kata يفقه فقه yang berarti faham atau 

memahami ucapan secara baik, secara terminologis, fiqih didefisinikan oleh 

wahab al-Zuhali dan Umar Sulaiman dengan mengutip definisi Al-Syafi’i yaitu 

ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat amaliah yang digali dan 

ditemukan dari dalil-dalil yang terperinci. Kata hukum dalam definisi ini 

menjelaskan bahwa hal-hal yang beradadi luar apa yang dimaksud dengan kata 

“hukum”, seperti zat, tidaklah termasuk kedalam pengertian fikih. Penggunan 

kata syari’yyah atau syari’ah dalm definisi ini menjelaskan bahwa fiqih itu 

menyangkut ketentuan yang bersifat syar’I yaitu segala sesuatu yang berasal 

dari kehendak Allah. Jadi, fiqih adalah ilmu tentang hukum-hukum syari’ah 

yang bersifat praktis dan merupakan hasil mujtahid terhadap dalil-dalil yang 

terperinci baik yang terdapat dalam Al-Qur’an maupun hadist. 

Adapun istilah Jinayah yang juga berasal dari bahasa arab dari kata – جنى 

ينجي  –جنيا    –وجنا    ية  yang berarti melakukan dosa, itulah arti kata jinayah secar 

etimonologis. Sedangkan secara terminologis jinayah didefinisikan dengan 
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semua perbuatan yang dilarang dan mengandung kemadaratan terhadap jiwa 

atau terhadap selain jiwa, dan wajib dijatuhi hukum qishash atau membayar 

denda.5 6 Jadi fiqih jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak 

pidana atau perbuatan criminal yang dilakukan oleh orang-orang mukalaf 

sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari 

Alqur’an dan hadist.6 

Suatu perlakuan bisa dianggap suatu jarimah apabila unsur-unsurnya 

tecukupi. Pada hukum Pidana Islam, terdapat 3 (tiga) unsur-unsur diantaranya: 

 

1. Unsur Formil (Adanya Undang-Undang/Nash) 

Allah SWT telah berfirman dalam surat an-Nisa ayat 29 yang 

mengartikan kalau perlakuan Narkotika telah dilarang. Dalam KUHP juga 

sudah tercantum pada pasal 114 ayat (1) yang berbunyi, “Setiap orang yang 

tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, 

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau 

menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara 

seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling 

lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling 

sedikitRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak 

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pasal tersebut sudah jelas 

memperkuat kalau Narkotika telah menjadi titik focus dalam penanganan 

       
5 Muhammad Nurul Irfan, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Jinayah, 

(Badan Litbang dan Diklat Departemen Negara RI, Cet 1, 2009), hal 79 
6 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam ,(Jakarta:Sinar Grafika, 2007), hal 1 
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tindak pidana khususnya dalam hal jual beli Narkotika.  

Bukan saja di KUHP namun di Indonesia sudah memperkokoh 

Hukum pemberantasan delik Narkotika ke dalam suatu Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 perihal penumpasan Narkotika. Pada Undang-

Undang tersebut tercantum sangat detil tentang macam-macam dari 

Narkotika. Pasal 1 ayat (1) sudah diartikan bahwa Narkotika adalah zat atau 

obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun 

semisintetis, yang dapat mengakibatkan penurunan atau perubahan 

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, 

dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam 

golongan-golongan sepertimana yang telah terlampir dalam Undang-

Undang ini. Terdakwa sudah melaksanakan tindak pidana melanggar 

ketentuan yang sudah tercantum dalam Undang-Undang. Oleh karenanya, 

terdakwa pantas mendapat vonis yang setimpal sebagaimana dengan 

konsep/sistem yang ada, yaitu berbentuk pemidanaan pidana penjara dan 

denda. 

 

2. Unsur Materil (Sifat Melawan Hukum) 

Pada pasal 114 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 perihal delik 

Narkotika yang berisi: “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum 

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara 

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, 

dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling 
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singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana 

denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling 

banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).” Terdakwa 

melakukan perbuatannya dengan sengaja dan sadar yaitu memperjual 

belikan Narkotika jenis ganja kepada Sdr Anggit sebesar Rp. 200.000,- (dua 

ratus ribu rupiah). 

 

3. Unsur Moril (Pelakunya Mukallaf) 

Pada pembahasan ushul fiqh, tinjauan perihal mukallaf adalah 

manusia yang dianggap sah dihadapan hukum guna mendapatkan hak, 

dikenakan kewajiban, dan melakukan peranannya selaku seorang muslim, 

dibahas pada pembahasan mahkum ‘alaih (subjek hukum). Ulama ushul fiqh 

sepakat bahwa mahkum ‘alaih (subjek hukum) merupakan mukallaf yang 

diartikan selaku orang yang diserahi hukum atau orang yang sudah 

dikatakan sanggup pada bertindak hukum, baik yang berkolerasi dengan 

perintah Allah maupun dengan larangan-Nya. Langkah hukum yang 

dilaksanakan mukallaf akan dituntut pertanggungjawabannya baik di dunia 

maupun di akhirat. Ini adalah syarat mahkum ‘alaih: 

a. Mengerti dan menguasai syari’at. Dia wajib sanggup menguasai nash-

nash hukum yang diwajibkan al-Quran dan sunnah baik yang langsung 

maupun yang lewat penghubung. 

b. Wawasan dan peenguasaan seseorang kepada syari’at sangat terhubung 

dengan kelengkapan pikiran seorang muslim itu. 
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c. Kepatutan seorang islam dalam menerima pembebanan hukum syara’. 

Patut secara adalah sifat yang menunjukan seseorang itu sudah terbaik 

jasmani dan akalnya, maka semua perilakunya bisa diukur oleh syara’.7 

Terdakwa sudah terbukti melaksanakan perilaku delik Narkotika 

secara sadar dan bisa menerima pertanggungjawaban atas apa yang 

dilakukannya. Terdakwa juga termasuk pada kondisi ketetapan seorang 

mukallaf yang bisa dibebani oleh perintah dan larangan syara’. Serta 

terdakwa sudah berumur 34 tahun yang berdasarkan hukum positif dan 

hukum Islam sudah dikatakan dewasa. Pada kasus ini, terdakwa yang 

bernama Muhammad Edi Sarwono terbukti benar dan meyakinkan 

menyalahi pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 perihal 

pemberantasan Tindak Pidana Narkotika yaitu terdakwa memperjual 

belikan Narkotika jenis ganja berupa tembakau gorilla. Berlandaskan 

kejadian yang terbongkar di meja hijau, terdakwa sudah mengaku bersalah 

dan menyesal atas perilakunya. Oleh sebab itu perilaku terdakwa bisa 

dipertanggungjawabkan sebabnya unsur-unsur jarimahnya sudah tercipta. 

Seorang juri mempunyai kekuasaan yang tinggi dalam menetapkan 

sebuah kasus, juri wajib memutuskan tonggak kesamarataan dan tidak 

melihat untuk siapa hukum itu ditetapkan. Oleh karenanya dengan 

berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, juri mempunyai hak atas 

itu semua.  

Sepertimana yang sudah dijelaskan pada surat Al-Maidah ayat 8 yaitu:  

       
7 Jayusman, “Permasalahan Menarche Dini (Tinjauan Hukum Islam terhadap Konsep Mukallaf)”, 

Yudisia vol. 5 (Juni, 2014), 153.   
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يَُـّهَا آمَنـُوْا  يٰآ اَلَّْ   الَّذِيْنَ  عَلآى  قَـوْمٍ  شَنَآنُ  يََْرمَِنَّكُمْ  وَلَْ  بِِلْقِسْطِِۖ  شُهَدَاۤءَ  لِِلِِّٓ  قَـوَّامِيَْْ  كُوْنُـوْا 
 بِاَ تَـعْمَلُوْنَ 

ٌۢ
رَبُ للِتـَّقْوٓىِۖ وَاتّـَقُوا الِلَِّٓۗ اِنَّ الِلَِّٓ خَبِيٌْ  تَـعْدِلُوْاۗ اِعْدِلُوْاۗ هُوَ اقَـْ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai 

penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. 

Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu 

untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih 

dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah 

Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.8 

 

 

Surah al-A’raf ayat 181 yang berbunyi: ِوَبه بِِلْْقَِّ  يّـَهْدُوْنَ  امَُّةٌ  خَلَقْنَاا  ٖ  وَمَِِّنْ   
 يَـعْدِلُوْنَ 

Artinya: Dan di antara orang-orang yang Kami ciptakan ada umat 

yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu (pula) 

mereka menjalankan keadilan.9 

 

Berlandaskan pandangan hukum pidana Islam, anggapan penulis 

delik Narkotika yang dilaksanakan oleh terdakwa tersebut terdapat dalam 

jarimah ta’zir. Sebagaimana sanksinya ialah otoritas dan ijtihad majelis 

hakim dengan memperhatikan banyak hal termasuk juga tujuan pemberian 

sanksinya. Wujud dari jarimah ta’zir bisa berbentuk hukuman penjara dan 

denda yang sudah diserahkan kepada terdakwa sepertimana penetapan juri. 

Menyoal tingginya hukuman, juri bisa menetapkan selaras akibat yang 

disebabkan oleh terdakwa. Oleh karenanya majelis hakim harus menetapkan 

kasus selaras dengan apa yang terjadi supaya ketertiban umum bisa berjalan 

dengan baik dan keadilan bisa ditegakan. 

Pada hukum pidana Islam suatu penetapan yang disahkan oleh juri 

       
8 Syaamil Al-Qur’an. Al-Qur’anulkarim Terjemahan Per Kata Type Hijaz, (Bandung: Sygma, 

2007), 108. 
9 Ibid., 174 
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wajib memiliki dasar, kendati dasar yang wajib dipakai sebagai dasar 

penetapan juri yakni al-Quran, hadist, dan undang-undang yang ditentukan 

oleh Lembaga yang berotoritas. Vonis ta’zir diserahkan sebabnya demi 

kebaikan umat guna hidup dengan penuh kesamarataan dan tidak semenah-

menah. Selain bisa menetapkan vonis utama kepada terdakwa, juri juga bisa 

menetapkan vonis tambahan yang bisa diserahkan untuk terdakwa kalau itu 

dibutuhkan. Yang terpenting juri wajib selalu teliti dalam menetapkan suatu 

kasus delik yang terjadi dalam masyarakat. Wujud pemidanaanya bisa 

berbentuk kurungan, penjara, denda hingga vonis mati. Serta pidana 

tambahannya bisa berbentuk pencabutan hak-hak tertentu, perampasan 

barang-barang tertentu, dan pemberitahuan penetapan juri. 

Penerapan hukuman ta’zir berdasarkan madzab Hanafi penerapan 

hukuman ta’zir itu diberikan kepada Ulil Amri termasuk batas minimal dan 

maksimalnya. Ta’zir wujud sanksinya berbeda-beda, baik jenis, kadar 

maupun sifatnya sesuai dengan tujuan ta’zir, selaku yang dinyatakan Ibnu 

Taimiyah kalau ta’zir itu diberikan kepada Ulil Amri setara dengan besar 

kecilnya dosa si pelaku. Walaupun demikian hukuman ta’zir itu dipasrahkan 

kepada juri guna menetapkan sanksi namun tetapi ia wajib memperhatikan 

banyak hal agar tidakmelewati batas dan kurang dari batas kemudian penulis 

berasumsi sanksi kepada tindak pidana pelaku Narkotika tersebut ialah 

sanksi penjara atau denda sebabnya perkara tersebut berhubungan dengan 

kebaikan umat dan ketertiban dalam masyarakat. (hukuman ta’zir berlaku 

sesuai dengan ancaman kemaslahatannya). 
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Jikalau pada pertimbangannya juri menyesuaikan dengan Undang- 

Undang Nomor 35 Tahun 2009 perihal Pembasmian delik Narkotika pada 

pasal 114 ayat (1) maka pemidanannya minimal pidana penjara paling 

singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan denda paling banyak Rp 

10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berlandaskan dari keterangan yang sudah penulis jelaskan, lalu bisa 

dipetik kesimpulan, diantaranya: 

1. Penetapan Pengadilan Negeri Slawi Nomor: 130/Pid.Sus/2020/PN SLW 

perihal tindak pidana jual beli Narkotika yang diputus oleh hakim 

berdasarkan dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu dengan pasal 114 

ayat (1) Undang-Undang RI Nomer 35 Tahun 2009 perihal delik Narkotika. 

Tetapi hakim memberikan sanksi kepada terdakwa dengan vonis penjara 

selama dua (2) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah). Pandangan penulis menyoal peninjauan hukum juri perihal putusan 

ini yang telah diputus oleh hakim dengan pasal 114 ayat 1 Undang- Undang 

RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Narkotika adalah 

menyalai asas legalitas. Sebab asas legalitas mempunyai 3 (tiga) konsep, 

yaitu Nulla Poena Sine Lege, Nulla Poena Sine Crimine, dan Nullum 

Crimen Sine Poena Legali. Dari 3 (tiga) konsep tersebut dapat disimpulkan 

bahwa Undang- Undang merupakan dasar utama dalam penjatuhan 

hukuman. Perbuatan dan ancaman hukuman hanya dapat dijatuhkan apabila 

tertulis dan tercantum dalam undang-undang (lex scripta). Penulis 

berasumsi kalau bentuk kesamarataan sudah disepakati secara bersama-

sama pada wujud Undang-Undang yang telah disetujui. Bahwa sepatutnya 
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Undang-Undang yang sudah disetujui itu bisa dibuat refrensi dengan 

penyetaraan dalam menyerahkan pemidanaan kepada para pelanggar 

hukum. Kalau itu tidak dilakukan maka bisa jadi juri dianggap melenyapkan 

unsur keadilan yang sudah disetujui bersama itu. Walaupun secara yuridis, 

juri dalam menetapkan kasus tepat dengan Undang-Undang yang berlaku 

supaya rasa keadilan pada masyarakat bisa terbentuk dengan baik dan 

bertumbuh sesuai apa yang didambakann oleh bangsa. 

2. Pada kasus ini terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan 

melakukan tindak pidana Narkotika. Maka dari itu unsur jarimah telah 

terpenuhi, lalu terdakwa bisa dikenakan vonis ta’zir bagi jarimah pelaku 

narkotika tersebut ialah vonis penjara atau denda sebabnya perkara tersebut 

berhubungan atas ketertiban masyarakat dan kemaslahatan umat. Wujud 

sanksinya ditetapkan atas otoritas dan ijtihad juri sesuai dengan 

kemaslahatan dalam masyarakat umum dan dapat memakai Undang-

Undang yang berlaku yaitu Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 

perihal Pembasmian delik Narkotika pada kasus ini dari segi pidana denda 

sudah sesuai karena telah sesuai dengan batas minimal, namun dari segi 

pidana penjara masih kurang sebabnya semestinya divonis minimal 5 (lima) 

tahun penjara. 

 

B. Saran 

Berlandaskan banyak hal yang sudah disebutkan tersebut, maka bisa 

dikasih masukan saran yakni: 
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1. Untuk semua personel penegakan hukum supaya tetap hati-hati dan 

bersinergi dalam memberantas tindak pidana narkotika. Terkhusus yang 

berprofesi sebagai hakim harus selalu mempertimbangkan dengan baik 

dalam setiap mengambil keputusannya. Dan dalam memutus suatu perkara 

diharapkan selalu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku agar 

masyarakat merasakan keadilan dan kepastian terhadap hukum. Serta selalu 

bijaksana dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. 

2. Untuk  masyarakat dihimbau tetap hati-hati akan semua fenomena tindak 

pidana khususnya tindak pidana narkotika. Khususnya di pulau jawa dan 

sekitarnya karna peredaran Narkotika paling banyak di pulau tersebut paling 

banyak kasus nyaa. 
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